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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinajuan Figh Siyasah Terhadap Peraturan Badan
Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Mutasi
Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Kabupaten Ponorogo (Studi Kasus Di Kabupaten
Ponorogo)”. ini adalah hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab
pertayaan tentang: 1) Bagaimana pelaksanaan peraturan Badan Kepegewaian
Negara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Mutasi Aparatur Sipil Negara ?,
2) Bagaimana Tinjauan Figh Siyasah terhadap pelaksanaan peraturan Badan
Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Mutasi Aparatur
Sipil Negara ?.

Penelitian yang dilaksanakan termasuk penelitian lapangan (field research).
Langkah-langkah yang dilakukan yaitu, dokumentasi dan wawancara dengan
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
Kabuputen Ponorogo serta anggota Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah
melakukan mutasi. Analisis yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif yang
merupakan deskripsi terhadap gambaran mengenai objek penelitian yang
dihubungkan dengan permasalahan yang terjadi dilapangan dengan pola pikir
deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan mutasi di
Kabupaten Ponorogo terdapat ASN yang melakukan mutasi dengan menggunakan
pihak ketiga sebagai alat untuk memudahkan proses mutasi dengan
menghilangkan beberapa syarat yang ada dalam peraturan Badan Kepegawaian
Negara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Mutasi Aparatur Sipil Negara,
yang salah satunya adalah syarat masa kerja selama 10 tahun baru dapat
mengajukan pindah atau mutasi, dimana peryataan tersebut tetuang dalam
Permenpan RB Nomor 23 Tahun 2019 yang mana dalam kenyataannya syarat
tersebut telah dihilangkan sehingga dalam pelaksanaannya masih tedapat seniority
system dan spoiled system yang mengakibatkan ASN belum tentu dapat
memangku jabatan barunya. Dan sistem ini jelas melanggar peraturan yang ada.

Peneliti mengharapkan agar ASN yang ingin mengajukan mutasi harus
tetap menaati peraturan yang ada, dan tidak hanya mementingkan kepentingan
pribadinya.Serta bagi ASN yang telah selesai dimutasi harus lebih meningkatkan
kinerjanya agar dapat membuktikan bahwa mutasi yang dilakukannya telah
berhasil dan sesuai dengan tujuan dari mutasi itu sendiri.Sedangkan untuk BKD
dan BKN harus lebih teliti dan berhati-hati dalam melaksanakan mutasi bagi para
Aparatur Sipil Negara.
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BABI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum hal tersebut dijelaskan
dalam ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Negara
Indonesia menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang
Dasar 1945 “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-
daerah provinsi dan daerah provinsi tersebut dibagi menjadi kabupaten
dan kota yang tiap-tiap provinsi kabupaten dan kota mempunyai
pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang”. Sebagai salah
satu negara hukum penyelenggaraan urusan pemerintahan harus
berdasarkan hukum yang berlaku (wetmatigheid van bestuur)Negara
yang menganut desentralisasi mempunyai arti bahwa urusan
pemerintahan tersebut terdiri dari pemerinatahan pusat dan pemerintahan
daerah.Yang mana pemerintahan daerah diberi otonomi yakni kebebasan
dan kemandirian untuk mengatur urusan rumah tangga daerah.’

Pasal 18 ayat 5 dan 6 Undang-Undang Dasar 1945 juga menjelaskan
bahwa pemerintah daerah kabupaten menjalankan otonomi secara luas
kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan
sebagai urusan pemerintahan pusat. Dalam hal ini pemerintahan daerah

kabupaten berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-

! Rahmat A, “Analisis Pelaksanaan Mutasi Kepegawaian Oleh Kepala Daerah.Alauddin Law
Develompent (ALDEV.Vol 1 No. 1, Maret 2019.



Peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Pada sistem kepegawaian secara nasional Aparatur Sipil Negara memiliki
posisi penting dalam menyelenggarakan pemerintahan dan berfungsi
sebagai alat pemersatu bangsa sesuai dengan kebijakan desentralisasi,
maka ada sebagian kewenangan di bidang kepegawaian diserahkan
kepada kepala daerah yang dikelola dalam sistem kepegawaian daerah.
Kepegawaian daerah adalah suatu sistem dan prosedur yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang meliputi perencanaan, persyaratan,
pengangkatan, penempatan, pendidikan, pelatihan, penggajian,
pemberhentian, pensiun, pembinaan, kedudukan, hak dan kewajiban,
tanggung jawab, larangan, sanksi dan penghargaan. *

Aparatur Sipil Negara adalah profesi dengan perjanjian kerja pada
instansi pemerintah yang sesuai dengan Undang-Undang No.5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 12 yang menyatakan bahwa
Aparatur Sipil Negara memiliki peran sebagai perencana, pelaksana dan
pengawas penyelengaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan
nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan public yang
professional, bebas dari intervensi publik, serta bersih dari korupsi, kolusi
dan nepotisme.’Yang mana pelaksanaan tugas ASN juga diatur dalam
Undang-Undang kepegawaian.Kepegawaian merupakan segala hal yang

mengenai kedudukan, kewajiban, hak dan pembinaan pegawai negeri.

2.1 .
Ibid..., 2.
%Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 “ tentang Aparatur Sipil Negara”.



Kepegawain diperlukan guna untuk memberikan batasan-batasan
terhadap pegawai dalam memposisikan sebagai pelayan public dan dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Penempatan pegawai untuk mengisi jabatan dengan kualifikasi umum
menjadi kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah yang sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk mengisi jabatan
tertentu diperlukan kualifikasi khusus, seperti tenaga ahli bidang tertentu,
pengalaman kerja tertentu di kabupaten maupun kota, maka pembina
kepegawaian tingkat provinsi atau pemerintah dapat memberikan
fasilitas. Hal ini dalam rangka melakukan pemerataan tenaga pegawai
tertentu dan penempatan pegawai yang tepat sesuai dengan kualifikasi
jabatan yang diperlukan diseluruh daerah.Kelancaran penyelenggaraan
tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat bergantung pada
kesempurnaan aparatur Negara khususnya pegawai ASN.Oleh karena itu
dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan
masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis,
makmur, adil, dan bermoral tinggi sehingga dibutuhkan pegawai ASN.*

Peningkatan kualitas harus dilakukan secara seksama dan sesuai
dengan ketentuan yang ada.Setiap pegawai ASN memiliki hak dan
kesempatan untuk mengembangkan kompetensi kemudian pengembangan
kompetensi ini dapat dilakukan melalui pendidikan, seminar, mengikuti

kursus, penataran dan pelatihan. Berdasarkan hal tersebut maka

*HAW Wijaya, Penyelenggaraan otonomi di Indonesia, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,
2005), 144.



kedudukan dan peranan ASN akan berkaitan erat dengan hak dan
kewajiban yang melingkupi aktivitasnya. Apabila telah diperoleh namun
kewajiban tidak dilaksanakan secara otomatis ASN tersebut akan
mendapatkan sanksi.’

Salah satu bentuk dari pengembangan karir pegawai adalah mutasi
pegawai. Menurut Hasibuan berpendapat bahwa mutasi adalah suatu
perubahan posisi/jabatan/tempat/pekerjaan yang dilakukan baik secara
horizontal maupun vertical (promosi/demosi) di dalam suatu
organisasi.Akan tetapi pelaksanaan mutasi pegawai saat ini masih
dihadapkan berbagai masalah salah satu persyaratan dan bahan
pertimbangan melaksanakan mutasi pegawai yang di anggap memiliki
beberapa kelemahan, sebagaimana yang diungkap oleh Hardjanto yang
menyatakan bahwa penilaian pekerjaan pegawai sulit diterapkan secara
objektif karena adanya unsur subjektif dalam penilaian.®

Pada dasarnya mutasi merupakan fungsi pengembangan pegawai,
karena tujuannya adalah meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam
pemerintahan tersebut. Tujuan dari mutasi sendiri untuk meningkatkan
produktivitas kerja pegawai, menciptakan keseimbangan antara tenaga
kerja dengan pekerjaan atau jabatan, memperluas dan menambah

pengetahuan, menghilangkan rasa bosan terhadap pekerjaan, memberikan

*Tedi Sudrajat, Problematika Penegakan Hukuman Disiplin Kepegawaian, Universitas Jenderal
Sudirman, Jurnal Dinamika Hukum Vol.8 No.(2008), 2014.

°Bunga Ika Pratwi, Pelaksanaan Mutasi Pegawai Di Kota Batu , Jurnal Administrasi Public ( JAP)
, Vol. 2, No. 5, 772.



perangsang agar pegawai mau berupaya meningkatkan karir yang lebih
tinggi, untuk pelaksanaan hukuman atas pelanggaran yang dilakukannya,
sebagai pengakuan serta imbalan terhadap prestasinya, sebagai alat
pendorong agar semangat kerja meningkat melalui persaingan, untuk
tindakan pengamanan yang lebih baik, untuk menyesuaikan pekerjaan
dengan kondisi fisik pegawai, dan sebagai alat untuk mengatasi

. .7
perselisihan antar pegawai.

Pelaksanaan mutasi dilandaskan pada beberapa dasar, yang dikenal
yaitu®, Merit system adalah mutasi karyawan yang didasarkan atas
landasan yang bersifat ilmiah, objektif dan hasil kerjanya.Merit system
atau career system ini merupakan dasar mutasi yang baik karena output
dan produktivitas kerja meningkat, semangat kerja meningkat, jumlah
kesalahan yang dibuat akan menurun, absensi dan disiplin karyawan
semakin baik, jumlah kecelakaan akan menurun. Kemudian Dan yang
terakhir Spoiled system adalah mutasi yang didasarkan atas landasan
kekeluargaan. Sistem mutasi seperti ini kurang baik karena didasarkan

atas pertimbangan suka atau tidak suka.’

Pelaksanaan mutasi pegawai ditempuh melalui cara-cara yang telah

ditentukan.ada dua cara mutasi yang dilakukan di dalam suvatu

"MHD. Rizki Daulay, “Efektivitas Pelaksanaan Mutasi Pegawai Dalam Rangka Pengembangan
Karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Badan Kepegawaian Negara (BKD) Kabupaten Mandailing
Natal” (Skripsi-Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2018), 16.

®Bunga Ika Pratwi, Pelaksanaan Mutasi Pegawai Di Kota Batu , Jurnal Administrasi Public ( JAP)
, Vol. 2, No. 5, 772.

°Bunga Ika Pratwi, Pelaksanaan Mutasi Pegawai Di Kota Batu , Jurnal Administrasi Public ( JAP)
, Vol. 2, No. 5, 771.



organisasi'’. Pertama secara tidak ilmiah yang meliputi dengan tidak
didasarkan pada norma kriteris tertentu, berorientasi semata-mata kepada
masa kerja dan ijasah, bukan atas prestasi atau fakta riil, berorientasi
kepada banyaknya anggaran yang tersedia, bukan atas kebutuhan riil
pegawai, dan yang terkhir menggunakan spoiled system. Yang kedua
secara ilmiah meliputi, norma atau standart kriteria tertentu contoh
analisis kerja, berdasrkan pada kebutuhan yang riil, berorientasi pada
formasi riil kepegawaian, berorientasi pada tujuan yang beraneka ragam,

serta berdasarkan objektivitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal manajemen, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara Bab VIII Pasal 51-52 disebutkan
bahwa manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan
sistemmerit. Menejemen ASN meliputi menejemen PNS dan menejemen
PPPK. Selanjutnya dalam konsideran menimbang pada huruf C
menyebutkan bahwa untuk mewujudkan ASN sebagai bagian dari
reformasi birokrasi, perlu ditetapkannya ASN sebagai profesi yang
memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib
mempertanggungjawabkan kinerjanya juga menerapkan prinsip merit
dalam pelaksanaan menejemen ASN. Oleh sebab itu proses mutasi ASN
harus mengutamakan keahlian dari pegawai itu sendiri dalam artian

bahwa proses mutasi haruslah merit system bukan spoil system

Orbid. .., 772.



(berdasarkan kekerabatan dan factor lain) dan berlandaskan pada

peraturan-peraturan yang berlaku. !

Membangun system merit dalam birokrasi public berarti menjadikan
kompetensi dan kinerja sebagai ukuran penilaian utama Aparatur Sipil
Negara. Ukuran ini harus dijadikan sebagai dasar dalam proses seleksi dan
rekrutmen remunerasi, hingga mutasi sampai promosi pejabat. Bukan
sebaliknya berdasarkan pada hubungan-hubungan kekeluargaan,
pertemanan dan unsur politik. Kepegawaian Negara hanya akan berfungsi
dengan professional dan independen apabila kompetensi dan kinerja
menjadi dasar dalam semua ukuran. Hal ini berarti pemerintah harus
melakukan perombakan secara fundamental terhadap system kepegawaian

12
Negara.

Permasalahan kepegawaian sangat bervariasi dan beraneka ragam,
yang kadang-kadang dapat membuat kesulitan para pengelola
kepegawaian, baik yang berada ditingkat biro-biro kepegawaian pada
instansi/departemen maupun Badan Administrasi Kepegawaian Negara
sebagai lembaga pembina administrasi kepegawaian Pegawai Negeri
Sipil.Kesulitannya dapat timbul karena peraturan perundang-undangan
bidang kepegawaian tidak mungkin mengatur kasus-kasus atau

permasalahan yang ada secara spesifik satu per satu.Peraturan perundang-

Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
“Rahmat A, “Analisis Pelaksanaan Mutasi Kepegawaian Oleh Kepala Daerah.Alauddin Law
Develompent (ALDEV.Vol 1 No. 1, Maret 2019.



undangan bidang kepegawaian tidaklah mungkin mengatur segala
permasalahan secara lengkap.Kesulitan juga dapat timbul bilamana
pengelola kepegawaian, tidak menguasai peraturannya.Dalam hal
demikian, maka arti “yurispundensi kepegawaian” dan factor pengalaman

para pengelola kepegawaian sangat besar pengaruhnya.'*.

Dalam menjalankan perannya dalam pemerintah, ASN memiliki
kewajiban yang telah disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemeritah No.
53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu'?,
mengucapkan sumpah janji PNS, mengucapkan sumpah janji jabatan,
setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan
Pemerintah, mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan,
melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan
penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab, menjunjung tinggi
kehormatan negara, pemerintah dan martabat PNS, mengutamakan
kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang dan/atau
golongan, memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut
perintah dan/atau golongan, bekerja dengan jujur, tertib cermat dan
bersemangat untuk kepentingan negara, melaporkan dengan segera
kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan
atau merugikan Negara atau pemerintah terutama dibidang keamanan,

keuangan dan materiil, Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja,

BRahmat A, “Analisis Pelaksanaan Mutasi Kepegawaian Oleh Kepala Daerah.Alauddin Law
Develompent (ALDEV.Vol 1 No. 1, Maret 2019.
Yperaturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.



mencapai sasaran kerja pegawai yang diterapkan, menggunakan dan
memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya,
memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, membimbing
pelayanan dalam melaksanakan tugas, memberikan kesempatan kepada
bawahan untuk mengembangkan karir dan menaati peraaturan kedinasan

yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-
pokok kepegawaian ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 ) yang diubah
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 dan Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3890 ). Mengamanatkan perlunya dibentuk badan
kepegawaian daerah oleh kepala daerah dalam rangka kelancaran
pelaksanaan PNS di daerah.Sesuai yang tertulis dalam pasal 34A yaitu
untuk kelancaran pelaksanaan PNS daerah dibentuk BKD dan BKD
sebagaimana yang maksud dalam ayat 1 adalah perangkat daerah yang
dibentuk oleh Kepala Daerah."”” Dengan alasan yang dimuat dalam
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ini tidak sesuai dengan tuntutan
nasional dan perkembangan zaman, dengan itu maka dibuatlah Undang-
undang No.5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara. Sedangkan yang
dimuat dalam Undang-undang No.5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil

Negara, didalamnya tidak disinggung secara langsung menganai BKD

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
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yang diamanatkan sesuai dengan Undang-undang No.43 Tahun 1999

tentang Peruabahan atas Undang-undang Pokok Kepegawaian.

Namun eksistensi BKD dapat ditemukan dalam Keputusan Presiden
(Keppres) Republik Indonesia No.159 Tahun 2000 Tentang Pedoman
Pembentukan BKD.Yang dimaksud BKD adalah perangkat daerah yang
melaksanakan menejemen PNS daerah dalam membantu tugas pokok
pejabat pembina kepegawaian daerah. Salah satu fungsi dari BKD adalah
untuk penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian PNS daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur
yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 2
Keppres Nomor 159 Tahun 2000 menyebutkan “ BKD berada di bawah
dan tangungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Kepala
Daerah. Dari pasal itulah melekat tanggungjawab penuh BKD dalam
menjalankan kinerjanya guna membantu pejabat pembina kepegawaian
daerah dalam melaksanakan menejemen PNS daerah sesuai asas umum
pemerintahan umum yang baik yaitu penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan yang dapat berdaya guna, berhasil guna dan

bertanggungjawab serta bebas KKN.'°

Tugas Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan administrasi

kepegawaian daerah pada prinsipnya terdiri dari : penyiapan peraturan

'®Erwin Syahruddin, “Pelaksanaan Peran Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dalam Penegakan
Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2008 tentang
Penjabaran Tugas dan Fungsi BKD Di Kota Seamarang” (Skripsi—Universitas Negeri Semarang,
Semarang, 2015), 37.
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daerah di bidang kebijaksanaan teknis kepegawaian, kemudian penyiapan
dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan,
penetapan gaji, tunjangan, kesejahteraan dan pemberhentian PNS Daerah
serta pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah dan menyiapkan
setiap informasi kepegawaian dearah kepada Badan Kepegawaian

Negatral.17

Setelah beberapa teori serta tugas dan kewenangan dari BKN maupun
BKD yang berada di daerah, bentuk pelanggaran yang terjadi pada mutasi
yang ada di Kabupaten Ponorogo ini salah satunya adalah spoiled system.
Yang mana dasar mutasi yang digunakan adalah suka sama suka bahkan
yang lebih parah lagi syarat-syarat dasar dapat mengajukan mutasipun
juga dilewati sehingga akan berdampak pada kualitas dari ASN tersebut
apabila berpindah tugas, yang memungkinkan kurang baiknya kinerja
ASN itu sendiri. Salah satu syarat yang dilewati dalam prosedur mutasi di
Kabupaten Ponorogo sendiri adalah tidak memperhatikannya perilah
masa kerja ASN yang baru diangkat harus 10 tahun baru bisa dipindahkan
sesuai dengan Permenpan RB Nomor 23 Tahun 2019, yang mana apabila
dilanggar akan dianggap mengundurkan diri. Dan salah satu cara yang
digunakan ASN tersebut dengan melibatkan orang ketiga untuk
mempermudah prises mutasinya. Pada penelitian ini pun peneliti juga

telah mengumpulkan data menganai kasus-kasus mutasi di Kabupaten

YErwin Syahruddin, Skripsi: “Pelaksanaan Peran Badan Kepegawaian Daerah Dalam Penegakan
Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2008 Tentang
Penjabaran Tugas Dan Fungsi BKD”( Semarang : Universitas Negeri Semarang 2015 ), 39.
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Ponorogo seperti ke BPKSDM Kabupaten Ponorogo dan beberapa ASN

yang telah melakukan mutasi.

Untuk bentuk pelanggaran ini berupa kasus yang terungkap di media
adalah tentang kasus suap Bupati Nganjuk, KPK periksa 8 saksi. Bupati
Nganjuk bernama Taufiqurrahman merupakan satu dari 5 tersangka di
kasus suap terkait mutasi dan promosi jabatan di lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Nganjuk, para saksi itu yakni 3 PNS ajudan
Bupati Nganjuk, Nurrosyid Hussein Hidayat, Okky Hayupamudja dan
Joni. KPK menduga, kemudian Kepala Sekolah SMPN 1 Tanjung Anom,
Teguh Sudjatmika, Kepala RSUD Kertosono Kabupaten Nganjuk, Tien
Farida, Yani, PNS pada Pemkab Nganjuk, Suwarno dan Cahya Sarwa
Edy, dan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdik Kabupaten Nganjuk
Suroto'®. KPK menduga, Taufig, Ibnu, dan Suwandi menerima suap
sebesar Rp 298 juta dari M Bisri dan Harjanto. Uang tersebut diduga
terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Nganjuk, Taufiq ditangkap
seusai menerima uang di salah satu hotel di kawasan lapangan Banteng,

Jakarta Pusat.

Penulis menggunakan teori Figh Siyvasah dalam hal ini Siyasah
Dusturiyah, konsep Wizarah (Wazir Al-Tanfidz ) atau pembantu khalifah
bidang administrasi dan teori yang terdapat dalam asas tidak

menyalahgunakan kewenangan dalam asas pemerintahan yang baik atau

®Robertus Belarminus, “Kasus suap Bupati Nganjuk KPK Periksa 8 Orang Saksi” , Dalam
https://nasional.kompas.com/read/2017/11/10/11451651/kasus-suap-bupati-nganjuk-kpk-periksa-
8-orang-saksi, diakses pada 27 November 2020.



https://nasional.kompas.com/read/2017/11/10/11451651/kasus-suap-bupati-nganjuk-kpk-periksa-8-orang-saksi
https://nasional.kompas.com/read/2017/11/10/11451651/kasus-suap-bupati-nganjuk-kpk-periksa-8-orang-saksi
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good governance dalam menganalisis permasalahan yang terdapat dalam
peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 5 Tahun 2019
tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Yang mana dalam penelitian ini akan dilakuakn oleh penulis di

Kabupaten Ponorogo.

Berikut ini beberapa ayat Al-Qur’an tentang amar ma’ruf nahi
mungkar yang mendorong kita untuk senantiasa mengajak kepada
kebaikan dan diiringi dengan usaha untuk mencegah perbuatan mungkar
yang ada disekeliling kita. Sejalan dengan tema ini, kami sertakan pada
ayat-ayat Al-Qur’an yang mendorong kita untuk berdakwah menyeru
kepada agama Allah dan memberi peringatan, dalam ayat Al-Qur’an telah
diajarkan bahwa umat islam dilarang melakukan kemudhorotan atau
perbuatan dosa dalam hal ini suap dan korupsi. Aturan tersebut diatur

dalam ayat Al-Qur’an Surat An-Nahl Ayat 90.

Koy 22y Kl (sl 5 ks Wil oo s 2yl J3lt 2 4T Ye
5535 SIS

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan.Dia memberi pengajaran
kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan
kajian tersebut untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi. Untuk itu

agar dapat konprehensif pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis

' Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: Diponegoro, 2010).
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membuat judul kajian, “7injauan Figh Siyasah Terhadap Pelaksanaan

Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKD) Nomor 5 Tahun 2019

tentang Tata Cara Mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN). (Studli Kasus Di

Kabupaten Ponorogo)”.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat

diidentifikasikan beberapa masalah yang akan timbul diantaranya :

1.

Adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melanggar ketentuan
mutasi dengan caraspoiled system dan tidak menggedepankan
anjuran menggunakan merit system.

Kurangnya penindakan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang
melakukan mutasi yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pelanggaran mutasi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara
(ASN) menjadikan tujuan adanya pemutasian ASN tidak dapat
meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pemerintahan tersebut.
Keberadaan KASN ( Komisi Aparatur Sipil Negara ) yang hanya
berada di pusat dan tidak ada perwakilan di daerah.

Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 5 Tahun 2019

tentang Tata Cara Mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN)

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi masalah

sebagai berikut ;
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1. Tinjauan pelaksanaan peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN)
No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Mutasi Aparatur Sipil Negara
(ASN).

2. Tinjavan Yuridis Figh Siyasah terhadap pelaksanaan peraturan Badan
Kepegawaian Negara (BKN) No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN).

D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut agar permasalahan tidak
melebar kemana-mana dan menjadi lebih praktis maka penulis
merumuskan dalam bentuk pertayaan sebagaimana berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN)
No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Mutasi Aparatur Sipil Negara
(ASN) di Kabupaten Ponorogo ?

2. Bagaimana tinjauan Figh Siyasah terhadap pelaksanaan peraturan
Badan Kepegawaian Negara (BKN) No. 5 Tahun 2019 tentang Tata
Cara Mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) ?

E. Kajian Pustaka
Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas atau penelitian yang sudah
dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga tampak jelas
bahwa kajian yang dilakukan tidak ada pengulangan atau duplikasi dari

kajian atau penelitian tersebut.

Tim Penyusun Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, Petunjuk TeknisPenulis Skripsi ( Surabaya
- UIN Sunan Ampel Press, 2014 ), 8.
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Kajian pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa penelitian

terdahulu yang memiliki objek kajian yang sama yakni membahas perihal

permasalahan mengenai problematika tata cara mutasi Aparatur Sipil

Negara (ASN) yang ada di beberapa daerah di Indonesia. Hal ini

dilakukan agar menghindari asumsi plagiasi, antara lain :

1.

“Efektivitas  Pelaksanaan Mutasi Pegawai  Dalam  Rangka
Pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Badan
Kepegawaian Dacrah (BKD) Kabupaten Mandailing Natal™. Skripsi
ini di tulis oleh MHD Rizki Daulay, Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara Medan. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang
keefektivitasan pelaksanaan mutasi pegawai dalam rangka
pengembangan karir di BKD Mandailing Natal. Yang mana tolak ukur
kefektivan diukur dari pelaksanaan mutasi yang terdiri dari
pencapaian tujuan, perencanaan, strategi dan pengawasan. Sedangkan
dalam skripsi yang saya tulis ini membahas tentang pelaksanaan
Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) No. 5 Tahun 2019
tentang tata cara mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak
sesuai dengan kenyataan yang terjadi dilapangan.

“Tinjauan Figh Siyasah tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
Aparatur Sipil Negara Karena Korupsi Dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 87/PUU-XIV/2018” Skripsi ini di tulis oleh Hibbi
Rahma Ilahiyyah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Dalam skripsi tersebut membahas tentang putusan mahkamah
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konstitusi yang menghapus frasa “dan/ pidana umum” serta
pemberhentian ASN secara tidak hormat dikarenakan kasus korupsi.
Sedangkan dalam skripsi yang saya tulis ini membahas tentang
pelaksanaan Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) No. 5
Tahun 2019 tentang tata cara mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN)
yang tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi dilapangan.
“Pelaksanaan Peran Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Dalam
Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan
Walikota Nomor 47 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan
Fungsi BKD di Kota Semarang”. Skripsi ini di tulis oleh Erwin
Syahruddin, Universitas Negeri Semarang. Dalam skripsi ini
membahas tentang kurangnya disiplin kerja yang baik, memaksa suatu
Negara mengambil kebijakan untuk melakukan pembinaan di bidang
kepegawaian yaitu BKD yang bekerja dalam manajemen kepegawaian
di suatu daerah. Sedangkan dalam skripsi yang saya tulis ini
membahas tentang pelaksanaan Peraturan Badan Kepegawaian
Negara (BKN) No. 5 Tahun 2019 tentang tata cara mutasi Aparatur
Sipil Negara (ASN) yang tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi
dilapangan.

. “Analisis Pelaksanaan Mutasi Kepegawain Oleh Kepala Daerah Di
Kabupaten Maneje. Jurnal ini di tulis oleh Rahmat Andika, Ahkam
Jayadi, Andi Safriani, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar.

Dalam jurnal ini menjelaskan bahwasannya pelaksanaan mutasi yang
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terjadi masih terdapat unsur suka atau tidak suka, faktor kedekatan
dengan pemimpin atau faktor kekeluargaan, yang mana faktor-faktor
tersebut dijadikan sebagai pertimbangan dalam melaksanakan
pemutasian Aparatur Sipil Negara (ASN). Sedangkan dalam skripsi
yang saya tulis ini membahas tentang pelaksanaan Peraturan Badan
Kepegawaian Negara (BKN) No. 5 Tahun 2019 tentang tata cara
mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak sesuai dengan
kenyataan yang terjadi dilapangan.

“Analisis Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
Pada Kepemimpinan Bupati Boyolali Seno Samodro Tahun 2014-
2015. (Studi Penelitian Pada Pejabat Eselon Il Di Lingkungan Kantor
Pemerintah Kabupaten Boyolali)“Jurnal ini ditulis oleh Siti Jamilatus
Sa’adah, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Diponegoro. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang
analisis politik mutasi pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural
eselon II pada kepemimpinan Bupati Boyolali Seno Samudro pada
tahun 2014 — 2015 dilingkungan kantor pemerintahan daerah
Kabupaten Boyolali apakah sesuai dengan peraturan atau tidak.
Sedangkan dalam skripsi yang saya tulis ini membahas tentang
pelaksanaan Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) No. 5
Tahun 2019 tentang tata cara mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN)

yang tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi dilapangan.
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F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini didasarkan pada jawaban yang ingin dicari

dalam rumusan permasalahan diatas, maka tujuan penelitiannya adalah

1.

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peraturan Badan
Kepegawaian Negara (BKN) No5 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ponorogo.

Untuk menganalisis pelaksanaan peraturan Badan Kepegawaian
Negara (BKN) tentang Tata Cara Mutasi ASN berdasarkan figh

siyasah.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

1.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
Kegunaan teoritis, secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu
memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terhadap perkembangan
Hukum Tata Negara khususnya tentang :

a. Tinjauan pelaksanaan peraturan Badan Kepegawaian Negara
(BKN) No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Mutasi Aparatur
Sipil Negara (ASN).

b. Tinjauan Yuridis Figh Siyvasah terhadap pelaksanaan peraturan
Badan Kepegawaian Negara (BKN) No. 5 Tahun 2019 tentang
Tata Cara Mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kegunaan praktis, secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi

masukan atau tambahan ilmu terkait tata cara pelaksanaan mutasi

Aparatur Sipil Negara yang sesuai dengan peraturan Badan
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Kepegawaian Negara (BKN) No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN).
H. Definisi Operasional
Definisi operasional adalah variable penelitian yang dimaksudkan
untuk memahami antar setiap variable penelitian sebelum dilakukan
analisis.Definisi oprasional dalam penelitian diperlukan untuk memahami

secara spesifik istilah yang terkandung dalam judul penelitian.

Berikut adalah definisi operasional yang digunakan penulis, antara

lain :

1. Figh Siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk
pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum,
peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan
yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari’at untuk
mewujudkan kemaslahatan umat. *'Sehingga  Figh Siyasah ini
dijadikan sebagai rujukan atau pedoman dalam menentuan hukum
ketatanegaraan.

2. Peraturan BKN adalah tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang
dibuat untuk mengatur lembaga pemerintah nonkementrian yang
berwenang melakukan pemindahan dan  menyelenggarakan

menajemen ASN secara Nasional sebagaimana diatur dalam undang-

?!Muhammad Igbal, Figh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam ( Jakarta: Gaya Media
Pratama, 2001), 4.
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undang.”® Yang mana disetiap daerahnya juga memiliki Badan
Kepegawaian Daerah (BKD) sebagai badan yang berada di bawah
naungan BKN yang bertugas di dacrah-daerah yang ada di Indonesia.

3. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu)
Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-
Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat, dan Instansi Daerah dan ke
perwakilan Negara Indonesia diluar negeri serta atas permintaan
sendiri. > Fungsinya agar setiap ASN yang telah melakukan mutasi
dengan caramerit system dapat lebih produktif dalam bekerja sesuai
dengan keahlian dibidangnya masing-masing.

4. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil
dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah. ** Yang merupakan pelaksanaan Negara atau
implementasi dari tugas presiden.

I. Metode Penelitian
Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka
peneliti mempergunakan beberapa metode sebagai berikut :
1. Metode
Adapun metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah
yuridis empiris.Penelitian hukum empiris dengan pendekatan

sociological  jurisprudence.Yang dimaksud dari  sociological

2pPeraturan BKN Nomor. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pasal 1.
*Peraturan BKN Nomor. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pasal 1.
**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
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Jjurisprudence adalah sebuah pendekatan dalam penelitian hukum
empiris yang berusaha melihat kesenjangan antara /aw in the book
dengan /aw in action. Sedangkan pengertian /aw in the book adalah
berbagai peraturan perundang-undangan yang kemudian akan dikaji
sesuai dengan tema yang penulis angkat yaitu tentang mutasi
pegawai yang mana membahas tentang teknis dan aturan apa saja
yang harus dilakukan ketika akan melakukan mutasi. Law in action
adalah praktik yang terjadi dilapangan artinya apakah sudah sesuai
apa belum dengan peraturan-peraturan yang ada. Jadi ketika terjadi
kesenjangan antara apa yang diatur didalam teks perundang-
undangan dengan apa yang terjadi dilapangan disitulah yang nantinya
akan di kaji dalam sociological yurisprudence. Sehingga dengan
pendekatan ini dapat mengkaji bagaimana Peraturan Badan
Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Pelaksanaan =~ Mutasi ~ Aparatur  Sipil Negara (ASN) di
implementasikan. Pertama akan dilakukan kajian terhadap teks
Peraturan BKN No.5 Tahun 2019 untuk mendapatkan gambaran
tentang norma yang diatur dalam peraturan tersebut. Selanjutnya
melakukan penelitian dilapangan untuk mencari dan melengkapi data
tentang pelaksanaan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif
kualitatif, karena objek yang diteliti bersifat dinamis yang hasil

penelitian terkadang berupa makna dari generalisasi.
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2. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris
dengan pendekatan sociological jurisprudence, pengumpulan data
dengan cara wawancara dan observasi serta penelusuran dokumen.
3. Lokasi Penelitian
Penulis melakukan penelitian diwilayah Kabupaten Ponorogo
dengan alasan banyaknya kasus yang ditemukan di Kabupaten
Ponorogo yang tidak sesuai dengan peraturan Badan Kepegawaian
Negara Nomor 5 Tahun 2019 sehingga menarik untuk dilakukannya
penelitian, perbedaan yang menonjol di Kabupaten Ponorogo dengan
wilayah-wilayah yang lain adanya spoiled system yang tidak hanya
melibatkan unsur suka atau tidak suka, faktor kedekatan dengan
pimpinan atau factor kekeluargaan akan tetapi terdapat tidak pidana
suap didalamnya.
4. Sumber Data
Sumber data yang diambil yakni menggunakan data primer dan
dara sekunder:
a. Data Primer
Sumber data primer atau sumber data utama yang bersumber
langsung di wilayah Kabupaten Ponorogo, sumber data primer
dalam penelitian ini yaitu hasil dari wawancara terhadap ASN
yang telah melakukan mutasi dan Badan Kepegawaian Daerah di

Kabupaten Ponorogo.
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b. Data Sekunder
Sumber data sekunder yaitu data yang dikumpulkan untuk
menyelesaikan masalah yang sedang diteliti, data ini dapat
diambil dari kepustakaan, seperti buku-buku yang berhubungan
dengan masalah yang diteliti.Data ini bersifat membantu atau
menunjang dalam melengkapi serta menjelaskan sumber data
primer.Dalam hal ini data sekunder adalah hasil dari
pendokumentasian oleh instansi terkait maslah mutasi.
5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa :

a. Observasi
Observasi yaitu teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif
untuk melakukan pengamatan yang didasarkan pada tujuan dan
pernyataan dalam penelitian.

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu percakapan dengan maksud tertentu

yang dilakukan oleh dua pihak dengan tujuan untuk mendapatkan
sebuah informasi.Seorang pewawancara bertanya kepada
responden guna memperoleh data dengan permasalahan yang
sedang diteliti. Wawancara berfungsi deskriptif, yaitu dengan
melukiskan keadaan nyata.”Wawancara ini dilakukan guna untuk

mendapatkan informasi dengan memwawancarai ASN yang telah

Buyrhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif),
(Surabaya: Airlangga University Press, Cet.1, 2012),110.
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melakukan mutasi dan Badan Kepegawaian Daerah di Kabupaten
Ponorogo.
c. Dokumen
Dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data yang berupa
catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dengan metode ini penulis
dapat melihat cara kerja atau pelaksanaan peraturan BKN.
6. Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan
lapangan, dan dokumentasi.**Teknis analisis data yang digunakan
dalam penelitian kualitatif mencakup transkip hasil wawancara,
reduksi data, analisis data, interpretasi data, dan triangulase.Dari
hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. Berikut
ini adalah teknis analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu :
a. Reduksi data
Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian
pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan tranformasi data
kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.
Salam pengumpulan data berlangsung terjadi tahapan reduksi
yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat
gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo yang terkait

dengan permasalahan yang ada di lapangan.

**Neong Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 104.
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b. Triangulasi
Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil
wawancara terhadap objek penelitian. Triangulasi ini selain
untuk mengecek kebenaran data juga untuk mempekaya data
serta untuk menyelidiki faliditas tafsiran peneliti terhadap data.
c. Penyajian data
Penyajian data adalah sebagai sekumpulan informasi yang
tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan
kesimpulan dan pengambilan tindakan.
d. Menarik kesimpulan
Kegiatan analisis keempat adalah menarik kesimpulan dan
verifikasi.Ketika pengumpulan data dilakukan penganalisis
mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola,
penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab
akibat dan prosisi. Kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas
akan meningkat menjadi lebih terperinci.
J. Sistematika Pembahasan
Untuk mempermudah dan memahami apa yang ada dalam skripsi
ini, maka sistematikanya dapat dibagi menjadi lima bab, yang
masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang satu sama lainnya saling

berkaitan, sehingga terperinci sebagai berikut:
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Bab I merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang
masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian
pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi
operasional, metode penelitian, (meliputi metode penelitian, jenis
penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpula data,
teknis analisis data) dan sistematika pembahasan.

Bab II tentang Kerangka Konseptual, memuat teori Figh Siyasah
yang meliputi definisi, ruang lingkup, Siyasah Dusturiyyah, Konsep
Wizarah/Wazir (pembantu khalifah) terdiri dari Wazir Tafwidhi dan
Wazir Tanfidzi.

Bab III berisi tentang laporan hasil data penelitian yang berupa
deskripsi lokasi penelitian, dan pelaksanaan peraturan BKN Nomor 5
Tahun 2019 tentang ASN.

Bab IV berisi tentang analisis data hasil wawancara yang sudah
dikumpulkan di kabupaten Ponorogo dan beberapa sumber hukum
yang sudah dikumpulkan.

Bab V berisi tentang penutup yang memuat kesimpulan dan

saran.



BAB II
SIYASAH DUSTURIYYAHDAN KONSEP WIZARAH

A. Teori Figh Siyasah
1. Figh Siyasah
a. Definisi Figh Siyasah

Kata figh secara bahasa memiliki arti pemahaman dan
pengertian terhadap ucapan dan prilaku manusia. Sedangkan
secara islatilah, menurut ulama-ulama syara’ (hukum islam) figh
adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum yang selaras
dengan syara’ mengenai amal perbuatan yang didapat dari dalil-
dalilnya yang tafshil (terinci, hukum-hukum khusus yang diambil
dari dasar-dasarnya, Al-Qur’an dan Sunnah).’'

Siyasah berasal dari kata sasa yang berarti mengatur,
mengurus, dan memerintah. Siyasah dapat juga diartikan sebagai
pemerintahan dan politik, atau membuat kebijakan.Kata sasa
memiliki sinonim, dengan kata dabbara yang artinya mengatur,
memimpin, memerintah, dan kebijakan pemerintah.’Secara
terminoligis, siyasah adalah keseluruhan perilaku yang mengatur

manusia untuk lebih dekat kepada kebaikan dan lebih menjauhi

13. Suyuti Pulungan, Figh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: PT Raja
GrafindoPersada, 1994), 21-22.
Imam Amrusi Jailani, et al, Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: IAIN Press, 2011) 6-7.
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kejelekan, sekalipun Rasulullah tidak menentukannya dan
(bahkan) Allah SWT tidak menentukannya.’

Kata Siyvasah secara terminologi terdapat perbedaan
pendapat dikalangan ahli hukum Islam. Menurut Ibnu Manzhur,
siaysah berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada
kemaslahatan. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan siyasah
sebagai undang-undang yang dibuat untuk mengatur ketertiban
dan kemaslahatan serta mengatur berbagai hal. Sedangkan
menurut Abdurrrahman mengartikan siyasah sebagai hukum
peradilan, lembaga pelaksana administrasi, dan hubungan luar
dengan negara lain.

Dengan pengertian yang sudah dijelaskan diatas pada
prinsipnya mengandung persamaan. Dapat disimpulkan siyasah
berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia pada hidup
bermasyarakat dan bernegara dengan cara membimbing mereka
kepada kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudharatan.*Dalam
buku figh siyasah karangan J. Suyuti Pulungan beliau berpendapat
figh siyasah atau figh siyasah atau siyasah syar’iyah adalah ilmu
yang mempelajari hak ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan
umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan

kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan

® Djazuli, Figh Siyasah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2000), 27.
*J. Suyuti Pulungan, Figh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: PT Raja
GrafindoPersada, 1994), 24.
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dengan dasar-dasar ajaran atau ruh syari’at untuk mewujudkan
kemaslahatan umat. Dengan kata lain figh siyasah adalah ilmu
tata negara yang dalam ilmu agama islamdikelompokan kedalam

pranata sosial islam.’

. Ruang Lingkup Figh Siyasah

Para ulama memiliki perbedaan perbedaan pendapat
mengenai kajian yang membahas tentang ruang lingkup figh
siyasah.Perbedaan ini terlihat dalam perbedaan jumlah pembagian
ruang lingkup figh siyasah ada yang menetapkan kepada tiga atau
empat bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang
membagi ruang lingkup kajian figh siyasah menjadi delapan
bidang. Menurut Imam al Mawardi, ruang lingkup kajian figh
siyasah mencakup :°
1) Kebijaksanaan pemerintah tentang pengaturan perundang-

undangan ( Siyasah Dusturiyyah)
2) Ekonomi dan militer (Siyasah Maliyah)
3) Peradilan (Siyasah Sadha’iyah )
4) Hukum perang ( Siyasah Harbiah)

5) Administrasi negara ( Siyasah Idariyah)

%Ibid, hal. 26.

®Ibnu Syarif Mujar, Figh Siyasah,Doktrin dan Pemikiran Politik Islam, ( Jakarta: Erlangga, 2008 ),

36.
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Imam Ibn Taimiyyah dalam kitabnya yang berjudul a/-

Siyasah al-Syar’iyyah membagikan ruang lingkup figh siyasah

sebagai berikut :

D)
2)
3)

4)

Siyasah Qadaiyyah
Siyasah Idariyyah
Siyasah Maliyah

Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharajiyyah

Sedangkan menurut T.M. Hasbi membagi ruang lingkup

figh siyasah kedalam delapan bagian, diantaranya :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Siyasah Dusturiyah Shar’iyyah yaitu kebijaksanaan peradilan
tentang perintah perundang-undangan

Siyasah Tasyri’iyyah Shar’iyyah yaitu kebiaksaan tentang
penetapan hukum

Siyasah Qadaiyyah Shar’iyyah yaitu kebijaksaan peradilan
Siyasah Maliyyah Shar’iyyah yaitu kebiaksanaan ekonomi
dan moneter

Siyasah  Idariyyah  Shar’iyyah  yaitu  kebijaksanaan
administrasi negara

Sivasah  Dauliyah/SiyasahKharajiyyah  Shar’iyyah yaitu
kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional

Siyasah Tanfidiyah Shar’iyyah yaitu politik peperangan
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8) Sivasah Harbiyah Shar’iyyah yaitu politik pelaksanaan

undang-undang

Berdasarkan perbedaan pendapat diatas pembagian figh
siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga pokok.Pertama, politik
perundang-undangan siyasah dusturiyyah.Bagian ini meliputi
pengakajian tentang penetapan hukum (zasyr7 iyyah) oleh lembaga
legislative, peradilan (gadha’iyyah) oleh lembaga yudikatif dan
administrasi pemerintahan (idariyyah) oleh Dbirokrasi atau
eksekutif. Kedua, politik luar negeri (siyasah dauliyyah /siyasah
kharijiyyah). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara
warga negara yang muslim dengan warga negara non muslim yang
berbeda kebangsaan (al-siyasah al-duwali al-khashsh) atau disebut
juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatic antara
negara muslim dan negara non muslim (al-siyasah al-duwali al-
amm) atau disebut juga dengan hubungan internasional. Hukum
perdata internasional menyangkut permasalahan jual beli,
perjanjian, perikatan, dan hutang piutang yang dilakukan warga
negara muslim dengan warga negara lain. Adapun hubungan
internasional mengatur antara lain politik kebijakan negara islam
dalam masa damai dan perang. Hubungan dalam masa damai
menyangkut tentang kebijaksanaan negara mengangkat duta dan
konsul, hak-hak istimewa mereka, tugas dan kewajiban-

kewajibannya. Sedangkan dalam masa perang (siyasah harbiyyah
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)menyangkut antara lain tentang dasar-dasar diizinkannya
berperang, pengumuman perang, etika berperang, tawanan perang
dan gencatan senjata. Ketiga, politik keuangan dan moniter
(siyasah maliyah) antara lain membahas sumber-sumber keuangan
negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan
internasional, kepentingan atau hak-hak public, pajak dan

perbankan.”

2. Figh Siyasah Dusturiyah

Definisi Siyasah Dusturiyah

Figh siyasah dusturiyah adalah bagian dari figh siyasah
yang membahas tentang perundang-undangan negara. Bagian ini
membahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang
dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalan suatu
negara), legislasi (bagaimana cara merumuskan undang-undang),
lembaga legislasi dan syara’ yang merupakan pilar penting dalam
perundang-undangan.®Peraturan  perundang-undangan tersebut
dibuat untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk
memenuhi kebutuhan manusia.

Permasalahan dalam figh siyasah dusturiyah ialah
hubungan antar pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain

serta  kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam

"Muhammad Igbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam ,(Jakarta : Kencana,

2014), 15.
®Ibid..., 177.
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masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam hal ini biasanya dibatasi

hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang

dituntut oleh hal ikhwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan

prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan

manusia serta memenuhi kebutuhannya.” Apabila dilihat dari sisi

lain siyasah dusturiyah dapat dibagi menjadi empat bagian :'°

1) Bidang siyasah tasri’iyyah membahas persoalan ahlul halli wa
al-‘aqd, perwakilan rakyat. Hubungan musim dan non muslim
didalam suatu negara seperti Undang-Undang Dasar, Undang-
Undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah dan
sebagainya.

2) Bidang siyasah tanfidiyah, membahsa persoalan imamabh,
persoalan bai’ah, wizarah, waliy al-ahdi, dan lain-lain.

3) Bidang siyasah qadaiyyah, membahas persoalan peradilan

4) Bidang siyasah idariyyah, membahas persoalan administrasi

dan kepegawaian.

Selain itu Abul A’la al-Maududi mendefinisikan dustur

dengan “suatu dokumen yang memuatprinsip-prinsip pokok yang

> 11

menjadi landasan pengaturan suatu negara”. Dari pengertian

tersebut disimpulkan bahwa kata-kata dustur sama dengan

°H. A. Djazuli, Figh Siaysah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari’ah,
(Jakarta; Kencana, 2003), 47.

O1bid.., 48.

Y1bid...,.52.
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constitution dalam bahasa inggris, atau Undang-undang Dasar
dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa
Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata dustur

diatas.

Bila dipahami penggunaan istilah figh dusturi, untuk nama
satu ilmu yang membahas tentang masalah-masalah pemerintahan
dalam arti luas, karena didalam dustur itulah diatur sekumpulan
prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan didalam suatu negara,
sebagai dustur dalam satu negara sudah tentu perundang-
undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh

bertentangan dengan dusturtersebut.'?

Selain itu, A. Jazuli juga berpendapat bahwa kajian dalam
bidangsiyasah dusturiyyah dibagi menjadi empat macam :
1) Konstitusi
Dalam konstitusi dibahas sumber-sumber dan kaidah
perundang-undangan disuatu negara, baik berupa sumber
material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan
maupun penafsiran.
2) Legislasi
Legislasi atau kekuaaan legislatif disebut juga al-sultah al-
tashri’iyyah, artinya adalah kekuasaan pemerintah islam

dalam membentuk salah satu kewenangan atau kekuasaan

“Ibid,..,53.
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pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Selain
itu ada kekuasaan lain seperti al-sultah al-tanfidiyyah,
kekuasaan eksekutif dan al-sultah al-gadaiyyah, kekuasaan
yudikatif.
3) Ummah
Dalam konsep islam, ummah diartikan dalam empat macam,
yaitu bangsa, rakyat, kaum yang bersatu atas dasar iman,
penganut suatu agama atau pengikut Nabi, khalayak ramai
dan umum, seluruh umat manusia.
4) Shura Atau Demokrasi
Kata shura berasal dari akar kata shawara mushawaratan,
artinya mengeluarkan madu dari sarang lebah.Kemudian
dalam istilah Indonesia disebut musyawarah. Artinya segala
sesuatu yang diambil atau dikeluarkan dari yang lain untuk
memperoleh kebaikan.
3. Konsep Wizarah
a. Pengertian Wazir (Pembantu Khalifah)

Mengutip pendapat Imam al-Mawardi menjelaskan secara
rinci asal usul kata wizarah/wazir.Pertama, istilah wazir berasal
dari kata al-wazir yang berarti al-tsugl yaitu beban, karena wazir
memikul tugas yang dibebankan oleh kepala negara (khalifah)

kepadanya.Kedua, terambil dari kata al-wazar berarti tempat

¥Imam Amrusi Jailani, et al, Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: IAIN Press, 2011), 25-27.
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kembali (malja’), karena kepala negara (khalifah) membutuhkan
pemikiran dan pendapat atau bantuan dari wazir sebagai tempat
kembali untuk menentukan dan memutuskan kebijaksanaan-
kebijaksanaan negara. Ketiga, juga berasal dari kata al-azr yang
berarti a/- Zhuhr yaitu punggung, ini sesuai dengan tugas dan
fungsinya sebagai tulang punggung untuk melaksanakan
kekuasaan kepala negara (khalifah). “

Tiga makna yang terkandung dalam wazir, tidak ada
satupun yang membenarkan seorang wazir (pembantu khalifah)
untuk bertindak dengan sewenang-wenang'>. Adapun pendapat
para ulama’ mengambil dasar-dasar adanya wizarah adalah dua
alasan, yakni:

a) Firman Allah dalam Al-Qur’an.'®
“Dan jadikanlah untukku seorang Wazir dari keluargaku, yaitu

Harun, saudaraku. Teguhkanlah kekuatan dengan dia, dan
jadikanlah dia sekutu dalam urusanku”

Dari ayat tersebut berdasarkan mathum aula maka apabila wazir
itu diperbolehkan dalam masalah-masalah kenabian, maka lebih

diberbolehkan adanya wazir dalam imamabh.

b) Karena adanya alasan yang bersifat praktis, yaitu khalitah

(imam) tidak mungkin sanggup melaksanakan tugas-tugasnya

¥“Muhammad Igbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam , (Jakarta : Kencana,

2014), 166.

*H. A. Djazuli, Figh Siaysah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari’ah,
(Jakarta; Kencana, 2003), 77.
¥ Al-Qur’an, 20: 29-32.
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didalam mengatur umat tanpa adanya wazir. Dengan adanya
wazir, maka akan lebih baik pelaksanaannya dan terhindar

dari kekeliruan serta kesalahan.

b. Macam-macam Wizarah (Para Pembantu Khalifah)

Menurut Imam Mawardi di dalam bukunya menyebutkan

bahwa Wizarah (para pembantu khalifah) terbagi menjadi dua,
yaitu :wazir tatwidy (pembantu khalifah bidang pemerintahan)
dan wazir tanfidhy (pembantu khalifah bidang administrasi).'’

a) Wazir Tafwidy merupakan wazir yang diangkat dan diserahi

mandat oleh imam (khalifah) untuk menangani urusan
berdasarkan pendapat dan ijtihatnya sendiri.'® Wazir Al-
Tafwidh membantu khalifah dalam tugas-tugas kekhalifahan
(pemerintahan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan
setiap tugas kekhalifahan). Baik yang dilimpahkan oleh
khalifah maupun tidak, hal tersebut dikarenakan Wazir al-
Tafwidh telah mendapatkan penyerahan wewenang secara
umum. Akan tetapi Wazir al-Tafwidh wajib melaporkan setiap
tindakan yang sedang ia lakukan kepada khalifah.'’ Wazir al-
Tafwidh memiliki wewenang sebagaimana wewenang

khalifah, dengan istilah lain kewenangan imam adalah

YImam Al- Mawardi Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khalifah Islam, di terjemahkan
oleh Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2015), 45.

B1pid, 45.

YTagiyuddin an-Nabhani, Siste Pemerintahan Islam: Doktrin, Sejarah, Dan Realitas Empirik, (
Bangil: Al-1zzah, 1996), 173.
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kewenangan wazir adapun hak-hak atau wewenang yang
dimiliki Wazir al-Tanfidh sebagaimana yang dijelaskan Imam
al-Mawardi dalam ahkam sulthoniyah.

1) Wazir  al-Tafwidh  diperbolehkan = memberikan
keputusan hukum sendiri dan melantik hakim.

2) Wazir al-Tafwidh diperbolehkan menjadi komandan
perang dan melantik seseorang untuk menjadi panglima
perang.

3) Wazir al-Tafwidh diperbolehkan menangani segala
urusanyang direncanakannya, baik terjun secara
langsung maupun menugaskan orang lain untuk

menanganinya.zo

Selain tiga kewenangan diatas, penyerahan wewenang
oleh imam (khalifah) kepada Wazir al-Tafwidh membenarkan
dirinya untuk melakukan tugas-tugas imam (khalifah).Akan
tetapi dalam hal ini, semua keputusan mutlak setiap kebijakan
tetap berada pada kekuasaan imam (khalifah).Segala sesuatu
yang disahkan dilakukan oleh imam (khalifah), juga sah
dilakukan oleh Wazir al-Tafwidh, kecuali dalam tiga hal yaitu

mengangkat dan menunjuk seorang pengganti, meletakkan

PAl-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah, 50.
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jabatan langsung kepada umat, dan memecat jabatan yang

dilantik oleh imam (khalifah).”’!

Syarat Wazir al-Tafwidh harus sama dengan syarat
seorang imam (khalifah), yaitu haruslah seorang mujtahid.
Karena ia harus mengeluarkan dan memutuskan hukum
berdasarkan ijtihadnya.” Wazir al-Tafwidh dalam
menjalankan kewenangannya adalah bertindak sebagaimana
tugas yang emban seorang khalifah dalam menjalankan
amanah pemerintahan. Meskipun demikian, dengan melihat
kedudukannya yakni sebagai pembantu khalifah, maka segala
tindakan atau keputusan kebijakan yang akan diambil oleh
Wazir al-Tafwidh adalah tetap berdasarkan pada keputusan
dari kahlifah sebagai bentuk kontrol khalifah terhadap Wazir
al-Tafwidh.  Hal ini  menunjukkan  bahwa  yang
bertanggungjawab penuh terhadap urusan rakyat teteplah

seorang khalifah.

b) Wazir Tanfidzi ( Pembantu Khalifah Bidang Administtrasi )

Wazir al-Tanfidz adalah seorang wazir (pembantu) yang

diangkat oleh seorang khalifah untuk membantunya dalam urusan

2L An-Nabhani, Sistem Pemerintahan Islam, 180 .
#|gbal, Figh Siyasah, 170.



41

operasional ~dan senantiasa menyertai khalifah  dalam

melaksanakan tugas tugasnya.*

Tugas-tugas dari Wazir al-Tanfidz sendiri adalah
melaksanakan perintah imam (khalifah), merealisasikan titahnya,
menindak lanjuti keputusan-keputusannya, menginformasikan
pelantikan pejabat, mempersiapkan pasukan, serta melaporkan
informasi-informasi penting dan aktual kepada imam (khalifah)
agar seorang wazir dapat menanganinya sesuai dengan apa yang
telah diperintahkan oleh seorang imam (khalifah). Jadi dengan
demikian peran dari Wazir al-Tanfidz hanya berperan
melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh imam (khalifah) dan
menjalankan apa yang diputuskan oleh imam (khalifah), karena
kedudukan dari Wazir al-Tanfidz adalah tidak lebih dari seorang

mediator (duta).**

Syarat-syarat dari Wazir al-Tanfidz sendiri ada tujuh yang
meliputi amanah, jujur, tidak memiliki sikap rakus, tidak memiliki
sikap mudah marah dan tidak suka bermusuhan, harus seorang
laki-laki, cerdas dan cekatan dan tidak mudah terbawa hawa

2
nafsu.”

Dalam hal ini yang membedakan dengan Wazir al-
Tafwidh dimana kewenangannya berdasarkan tugas yang telah

ditentukan, maka Wazir al-Tanfidh ini memiliki ruang lingkup

ZAl-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah, 52.

*Ibid..., 53.
ZIbid. .., 53.
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yang lebih lemah dan terbatas karena Wazir al-Tanfidh hanya
sebatas pembantu khalifah dalam bidang administrasi yaitu

penghubung atau mediator saja.

4. Good Governence ( Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik )
a. Pengertian asas-asas umum pemerintahan yang baik

Di dalam bahasa Belanda istilah asas-asas umum
pemerintahan yang baik ini dikenal dengan “A/gemene Beginselen
van Beboorlijk Bestuur” atau sering disingkat ABBB. Dalam
bahasa Perancis ini dikenal dengan “Les Principaux Generaux du
Droit Coutumier Publique” Asas ini sering juga disebut pula
sebagai prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik.Dasar dari
aturan ini adalah hukum public yang wajib diikuti oleh pengadilan
dalam menerapkan hukum positif.Dalam menjalankan tugas dan
kewenangannya didalam administrasi negara, alat administrasi
negara wajib berpodoman pada AUPB disamping harus tunduk
pada asas legalitas sebagai salah satu asas penting dalam hukum
negara.”

Mengenai pengertian asas-asas umum pemerintahan yang
baik dalam disertasinya SF Marbun, menyatakan bahwa asas-asas

umum penyelenggaran pemerintahan yang layak (AAUPL) dalam

khazanah HukumAdministrasi Indonesia selalu dihubungkan

®Eny Kusdarini, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara,
(Yogyakarta: UNY Press, 2019), 6-7.
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dengan algemene beginseles van berhoolijk bestuur yang berasal
dari literature HukumAdministrasi Belanda.?’

Secara etimologis dalam bahasa Indonesia, kata “asas”
yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai ‘“principles”
artinya dasar, landasan. Maka dari itu, asas ini dijadikan sebagai
dasar atau landasa dalam bertindak dan berperilaku.Kata “umum”
diartikan sebagai kata sifat yang berarti mengenai seluruhnya atau
semuanya, yang maksudnya adalah semua alat adminsitrasi negara
atau alat alat pemerintahan dan orang-orang yang ikut dalam
menjalankan ~ pemerintahan  harus = melaksanakan  asas
tersebut.Pengertian “pemerintahan” menerut pendapat SF Marbun
dapat dipahami melalui dua pengertian yang terdiri dari
pemerintahan dalam arti fungsi, yang berarti kegiatan memerintah
atau pemerintahan dalam arti organisasi yang berarti kumpulan
atau kesatuan-kesatuan pemerintahan.Adapun istilah “baik”
secara etimologi berarti elok, patut dan teratur.”®

Dari beberapa pengertian diatas dapat di jelaskan
bahwasannya yang dimaksud dengan asas-asas umum
pemerintahan secara etimologis adalah dasar-dasar atau prinsip-
prinsip yang harus dilaksanakan oleh seluruh alat-alat administrasi

negara atau alat-alat pemerintahan dalam menjalankan kegiatan

*’SF Marbun, Eksistensi Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak Dalam
Menjelmakan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Di Indonesia, (Bandung: Progam Pasca
Sarjana Universitas Padjajaran, 2001), 44-48.

*®Eny Kusdarini, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ..., 8.



44

roda pemerintahan secara apik, patut, teratur dan tidak ada
celanya.”’
Secara formal leberadaan dari asas-asas umum
pemerintahan yang baik di Indonesia baru diakui setelah
disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan. Yang dapat ditemukan dalam
ketentuan pasal 10 ayat (1) dan (2), yang berisi 30
(1) AUPB yang dimaksud adalam Undang-Undang ini meliputi
asas:

a. Kepastian hukum

b. Kemanfaatan

c. Ketidak berpihakan

d. Kecermatan

e. Tidak menyalah gunakan kewenangan

f. Keterbukaan

g. Kepentingan umum dan

h. Pelayanan yang baik.

(2) Asas-asas umum lainnya diluar AUPB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar
penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap.

ZIbid.. ., 8.
Obid..., 9.
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b. Konsep Penyalahgunaan Wewenang dan Konsep
Menyalahgunakan Kewenangan

“Penyalahgunaan wewenang~ dan “menyalahgunakan
kewenangan” merupakan istilah yang lahir dari doktrin Hukum
Administrasi Negara dan banyak digunakan dalam hukum
tersebut.Secara  etimologis, kata “penyalahgunaan”  dan
“menyalahgunakan” berasal dari dua kata “salah guna”.
Penyalahgunaan berbentuk noun maksdunya adalah proses, cara,
perbuatan menyalahgunakan, dan penyelewengan. Sedangkan kata
“menyalahgunakan” yang berbentuk verb artinya adalah
melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya arti lain
menyelewengkan. Istilah penyelahgunaan/ menyalahgunakan
dalam istilah Belanda dikenal dengan misbruik yang hamper sama
dengan bahasa Jerman yaitu missbrauch sedangkan dalam bahasa
Inggris adalah abuse yang mana semua itu lebih banyak diartikan
sebagai hal bersifat negative atau penyelewengan.”'

Kata “wewenang” dan “kewenangan’ berasal dari kata
“wenang” keduanya berbentuk noun.Wewenang diartikan sebagai
hak atau kekuasaan unutk bertindak atau melakukan
sesuatu.Sedangkan kewenangan berarti hal berwenang serta hak
dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.Jadi secara

terminnologis “wewenang” dan “kewenangan” tidak ada

$'"Muhammad Sahlan, “ Unsur Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi
sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi”, No. 2, Vol. 23, ( April, 2016), 5.
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perbedaan substansial/prinsipil. Jadi pembedaan yang dilakukan
terhadap konsepsi  “menyalahgunakan kewenangan” dan
“penyalahgunaan wewenang~ dengan argumentasi dengan adanya
perbedaan pengertian atau definisi yuridis antara “kewenangan”
dan “wewenang” menjadi tidak lagi relevan. *

Dalam mengklasifikasikan perbuatan melawan hukum
terhadap tindakan penyelahgunaan wewenang dapat di
dideskirsikan dalam 3 hal pokok yaitu tindakan aparatur
pemerintah yang melampaui wewenang, mencampuradukkan
wewenang, dan bertindak sewenang-wenang.

1. Melampaui wewenang

Penyelahgunaan wewenang berarti terdapat tindakan yang
dilakukan oleh si pemegang wewenang diluar koridor
kewenangannya dan hal tersebut mengakibatkan kerugian
negara.Dalam kurun waktu satu dekade ini pasal penyalahgunaan
kewenangan tersebut melekat pada rezim yang berhubungan
dengan hukum pidana yakni tentang tindak pidana
korupsi.Namun sejatinya kajian tentang wewenang atau
kewenangan dalam sebuah tata pemerintahan merupakan domain
hukum administrasi negara. Tetapi pada faktanya sejak tahun
1999 perumus UU di negeri ini menempatkan salah satu kajian

hukum  administrasi negara yakni wewenang dalam

%2pimpinan Pusat lkatan Hakim Indonesia (PP IKAHI), Undang-Undang Administrasi
Pemerintahan Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2016), 93.
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melaksanakan pemerintahan termasuk halnya ketika terjadi
penyalahgunaan wewenang menjadi bagian dari tindak pidana,
khususnya pidana korupsi.*®

Apabila dilihat dari prespektif hukum pidana, maka dalam
penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor baik Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tidak diatur secara paradikmatik tentang latar
belakang dijadikannya unsur penyalahgunaan kewenangan
sebagai bagian dari tindak pidana korupsi. Dalam pandangan
penulis, hal ini mengingat kajian tentang wewenang atau
kewenangan berkut yang terkait dengan topik-topik yang terkait
dengan kewenangan misalnya, penyalahgunaan wewenang,
sewenang-wewenang dan melampaui kewenangan sejatinya
adalah kajian dari hukum administrasi negara.Sebenarnya titik
tekan dari penyalahgunaan wewenang pada hukum pidana ini
berada pada akibat dari penyalahgunaan tersebut yaitu adanya
kerugian negara yang melahirkan tindakan melawan hukum
(wederrechtelijkheid). 7

Dalam menguji suatu kewenangan yang dimiliki oleh pejabat
yang melaksanakan pemerintahan maka yang dijadikan tolak

ukur adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur

%Nicken Sarwo Rini, “Peyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang-Undang Tindak
Pidana Korupsi (Abuse ff Administrative Powers in Corruption Crime Laws)”, No. 2 Vol. 18

(Juni, 2018), 264.
*Ibid..., 265.
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tentang sumber kewenangan secara substansi diberikannya
kewenangan tersebut kepada pejabat tertentu.Sama halnya
dengan menguji keputusan tata usaha negara, maka untuk
menguji sah atau tidaknya sutu putusan TUN, maka yang diuji
adalah ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang
penerbitan keputusan tersebut bukan pada orang (persoon) yang
menerbitkan Surat Keputusan (SK). Yang mana penilanya sah
tidaknya keputusan tata usaha negara dalam hukum administrasi
dilakukan dengan penelaahan terhadap keterkaitan peraturan
perundang-undangan (gelede of getrapt normstelling) atau norma
berjenjang. Sementara dalam kajian hukum pidana pengujian
tehadap ada tidaknya suatu tindak pidana dilihat dari asas
legalitas.”

Penyalahgunaan kewenangan merupakan suatu kebijakan
yang diberikan suatu pejabat ke pejabat lainnya yang ditujukan
untuk menjalankan pekerjaanya tidak sesuai dengan kewenangan
yang dimiliki pejabat tersebut dengan kata lain pejabat tersebut
menyimpang dari kewenangannya, adapun penyalahgunaan
wewenang dalam hukum administrasi terdiri dari 3 macam yaitu:
a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-

tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau

®Ibid...,265.



49

untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok dan

golongan.

b. Penyalahgunaan kewenangan yang kedua adalah
tindakan penjabat tersebut benar ditujukan untuk
kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa
kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang
atau peraturan-peraturan lain.

c. Menyalahgunakan prosedur yang seharusnya
dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi

malah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.*®

Perbedaan  istilah  penyalahgunaan =~ wewenang  dengan
penyalahgunaan kewenangan, Mantah Hakim Agung dan Hakim
Konstitusi, Laica Marzuki berpendapat bahwa tidak ada hal yang
substansi terhadap perbedaan tersebut dan murni hanya berbeda secara
redaksional karena wewenang dan kewenangan memiliki makna yang
relative sama yakni adanya kekuasaan yang diperoleh oleh seseorang yang
memiliki jabatan (pemerintahan) yang bersumber dari perundang-
undangan. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
sendiri makna wewenang dengan kewenangan memiliki makna sendiri-

sendiri.”’

3671
Ibid...,267.
$"Marzuki, Mahmud Peter, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).
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Pasal 1 ayat 5 berbunyi :

“Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya
untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam
penyelenggaraan pemerintahan”.

Pasal 1 ayat 6 berbunyi :

“Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut
Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk
bertindak dalam ranah hukum publik™.

Dari bunyi Pasal 1 ayat 5 dan 6 tersebut terlihat bahwa
titik tekan pelaksanaan sebuah wewenang terletak pada hak yang
dimiliki pejabat untuk pengambilan keputusn atau tindakan dalam
pemerintahan. Sedangkan pasal 1 ayat 6 menunjukkan bahwa
kewenangan identik dengan kekuasaan badan atau pejabat
pemerintah untuk bertindak pada ranah publik. Dengan demikian
keduanya saling terkait, yakni sebuah pelaksaan wewenang atau
hak dalam mengambil sebuah keputusan tidak akan pernah ada
secara tersirat menegaskan bahwa wewenang lahir ketika ada

kewenangan atau kekuasaan.®

2. Mencampuradukkan Wewenang
Kategori tindakan mencampuradukkan wewenang yang
dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan ini diatur dalam
Pasal 18 ayat (2) yaitu apabila keputusan dan/atau tindakan yang

dilakukan diluar cakupan bidang atau materi wewenang yang

%Nicken Sarwo Rini, “Peyalahgunaan Kewenangan Administrasi...,268.



51

diberikan dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang
diberikan. Maka seorang pejabat TUN  dikategorikan
mencampuradukkan wewenang apabila telah melakukan dua dal
tersebut:

a. Apabila dalam pelaksanaan wewenangnya tersebut
menjangkau hal-hal diluar cakupan bidang atau materi
wewenang yang diberikan.

b. Bertentangan dengan tujuan wewenang yang
diberikan. *

3. Bertindak sewenang-wenang
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan
bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (2) huruf ¢ Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan apabila Keputusan
dan/atau Tindakan yang dilakukan :
a. Tanpa dasar kewenangan dan/atau;
b. Bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap.

Dari Undang-Undang yang disebutkan diatas dijelaskan
bahwasannya seorang pejabat yang bertindak tanpa dasar

kewenangan maka disebut dengan bertindak sewenang-

*Nicken Sarwo Rini, “Peyalahgunaan Kewenangan Administrasi..., 269.
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wenang.Demikian halnya apabila seorang pejabat yang
mengeluarkan keputusan yang bertentangan dengan putusan
yang berkekuatan hukum tetap, maka pejabat tersebut dianggap

- 4
bertindak sewenang-wenang.*

Dalam kajian Hukum Administrasi sumber kewenangan
yang dimiliki oleh pejabat TUN itu digolongkan dalam 3 sumber
kewenangan yakni atribusi, delegasi dan mandat. Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 menjelaskan tentang atribusi,
yang berbunyi atribusi adalah pemberian kewenangan kepada
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-

Undang.”!

Kewenangan yang bersumber dari delegasi adalah
kewenangan sebuah institusi atau struktur pemerintahan tertentu
yang bersumber dari kewenangan institusi pemerintahan lainnya
yang setara atau yang lebih tinggi. Menurut Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administarsi Pemerintahan,
Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab

dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima

“1bid. .., 270.

*'Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 Ayat 22.
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delegasi.*” Sedangkan sumber delegasi mandat adalah
pelimpahan wewenang dari jabatan tertentu ke jabatan atau
instansi lain namun pertanggungjawaban pelaksanaan wewenang
tersebut melekat pada instansi atau jabatan yang memberikan

mandat.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administarsi  Pemerintahan, mandat adalah pelimpahan
kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang
lebih tinggi kepeda Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang
lebih rendah dengan tanggungjawab dan tunggung gugat tetap

berada pada pemberi mandat.*

Seorang pejabat TUN yang menggunakan wewenanganya
dalam mengeluarkan keputusan harus memiliki sumber
kewenangan hukum yang jelas karena setiap sumber kewenangan
memiliki pola pertangungjawaban yang jelas juga.Seorang
pejabat yang hanya diberi kewenangan dalam bentuk mandat
tidak boleh melaksanakan kewenangan tersebut seolah-olah
bersumber secara delegasi, sehingga si pejabat tidak meberikan
pertanggungjawaban.Dalam konteks ini telah masuk pada
kategori tidak memiliki dasar kewenangan.Yang lebih parah lagi

apabila seorang pejabat TUN tidak memiliki semua kewenangan

*|bid, Pasal 1 ayat 23.
*|bid, Pasal 1 ayat 24.
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baik berupa atribut, delegasi dan mandat maka pajabat tersebut

masuk pada kategori bertindak sewenang-wenang.**

Pejabat TUN disebut bertindak sewenang-wenang apabila
pejabat tersebut tidak melaksanakan putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap.Karena konteks kewenangan
yang dimaksud dalam ranah hukum administrasi, maka putusan
pengadilan yang dimaksud putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN).Pada kenyataannya yang tejadi adalah
pelaksanaan eksekusi putusan PTUN adalah ketidaktaatan
pemerintah atau pejabat TUN untuk melaksanakan putusan
PTUN vyang telah berkekuatan hukum tetap.Isu ketidaktaatan
pemerintah dalam melaksanakan putusan PTUN menjadi topic
utama ketika membahas persoalan eksistensi PTUN sebagai

salah satu penegak hukum.*

Secara normatife juga diupayakan agar terjadi perubahan
kebijakan yang menjadikan pejabat TUN secara patuh dapat
melaksanakan putusan PTUN.Tercatat dalam perubahan pertama
dan kedua Undang-Undang tentang PTUN mendorong berbagai
upaya dari sifat normal pada cenderung memaksa agar pejabat
TUN mau melaksanakan putusan PTUN.Namun semua upaya

tersebut tidak maksimal karena masih banyak kejadian pejabat

*Nicken Sarwo Rini, “Peyalahgunaan Kewenangan Administrasi..., 270.

“1bid..., 271.



55

TUN yang tidak mau melaksanakan putusan PTUN. Sehingga
munculnya tidak mau melaksankan putusan PTUN ini adalah
salah satu tindakan berbuat sewenang-wenang sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan menjadi terobosan menarik karena
menjadi implikasi hukum terhadap kebijakan yang dikeluarkan

oleh pejabat TUN tersebut.*

“1bid..., 271.



BAB III

PELAKSANAAN PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN)
NO. 5 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA MUTASI APARATUR SIPIL

NEGARA (ASN) DI KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Kota Ponorogo Dalam Dinamika Hukum
1. Kondisi Geografis Kota Ponorogo

Kabupaten Ponorogo merupakan Kabupaten yang terletak di
Provinsi Jawa Tmur, jika dilihat Kabupaten ini terletak di koordinat
111°17" — 111°52" BT dan 7°49’- 8°20" LS dengan ketinggian antara 92
sampai dengan 2.563 meter diatas permukaan laut. Kabupaten ini
terletak di sebelah barat Provinsi dari Jawa Timur dan berbatasan
langsung dengan Privinsi Jawa Tengah atau lebih tepatnya 220 KM arah
barat daya dari ibukota Provinsi Jawa Timur, Surabaya. Berdasarkan
geografisnya Kabupaten Ponorogo memiliki batas-batas sebagai berikut
1

Tabel. 1

Batas-batas wilayah Kabupaten Ponorogo sebagai berikut:

BATAS DESA
Sebelah Utara Kabupaten Madiun, Nganjuk, Magetan
Sebelah Timur Kabupaten Trenggalek dan Pacitan

'Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, “Kabupaten Ponorogo Dalam Angka Ponorogo
Regency In Figure 2020”, (BPS Kabupaten Ponorogo/BPS-Statistic Of Ponorogo: 2020) , 6.
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Sebelah Selatan Kabupaten Pacitan dan Trenggalek

Sebelah Barat Kabupaten Pacitan dan Wonogiri Jawa Tengah

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo Tahun 2020

Kabupaten Ponorogo sendiri memiliki luas wilayah 1.371,78 km?
dengan di bagi menjadi dua sub area, yaitu area daratan tinggi yang
meliputi kecamatan Ngrayun, Sooko, Pulung dan Ngebel dan untuk
sisanya adalah daratan rendah. Sungai yang melewati kabupaten
Ponorogo ada 14 sungai dengan panjang antara 4 samapai 58 km sebagai
sumber irigasi bagi lahan pertanian dengan produksi padi maupun
hortikultura. Sebagaian besar dari luas wilayah kabupaten Ponorogo
terdiri dari area hutan dan lahan sawah sedang sisanya digunakan untuk
tegal pekarangan.Ponorogo memiliki dua musim yaitu musim penghujan
dan musim kemarau.”

Kabupaten Ponorogo memiliki iklim tropis yang mengalami dua
musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau.Curah hujan paling
tinggi terjadi di bulan Desember, Januari dan Februari.Untuk curah hujan
yang paling rendah terjadi di bulan Juli, Agustus, September. Sedang
suhu yang ada di Kabupaten Ponorogo sendiri sepanjang tahun relative
sama yaitu dengan suhu rata-rata tertinggi 32,2°C dan suhu rendah rata-

rata 23,9°C.}

?Ibid.
*Ibid.
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Kabupaten Ponorogo terdiri atas 21 kecamatan yang dibagi

menjadi 279 desa dan 26 kelurahan.Jarak Ponorogo dengan ibukota

Provinsi Jawa Timur Surabaya kurang lebih 200 km arah ke timur laut

dan ke ibukota Jakarta kurang lebih 800 km kearah barat.

Tabel. 2

Jumlah Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Ponorogo

Kecamatan

Jumlah
Kelu-
rahan

Jumlah

Desa

Daftar Desa dan Kelurahan

1. Babadan

12

Babadan, Barang, Cekok, Gupolo,
Japan, Lembah, Ngunut, Pondok,
Polorejo, Purwosari, Sukosari,

Trisono

Kadipaten, Kertosari, Patihan Wetan

2. | Badegan

10

Badegan, Biting, Bandaralim,
Dayakan, Kapuran, Karangan,
Karangjoho, Tanjunggunung,

Tanjungrejo, Watubonang

3. | Balong

20

Bajang, Balong, Bulak, Bulukidul,
Dadapan, Jalen, Karangan,
Karagmojo, Karangpatihan, Muneng,
Ngampel, Ngendut, Ngraket,
Ngumpol, Pandak, Purworejo,

Sedarat, Singkil, Sumberejo, Tatung

4. | Bungkal

19

Bancar, Bedikulon, Bediwetan,
Belang,Bekare, Bungkal, Bungu,
Kalisat, Katonggo, Koripan, Kunti,
Kupuk, Kwajon, Munggu, Nambak,
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Padas, Pager, Palem, Sambilawang

Jambon

13

Blembem, Bringinan, Bululor,
Jambon, Jonggol, Karanglo Kidul,
Krebet, Menang, Pulosari, Poko,
Sendang, Srandil, Sidoharjo

Jenangan

15

Jenangan, Jimbe, Kemiri, Mrican,
Ngalayang, Ngrupet, Panjeng,
Paringan, Pintu, Plalangan, Sedah,
Semanding, Sraten, Tanjungsari,

Wates

Jetis

14

Coper, Jetis, Josari, Karanggebang,
Kradenan, Kutukulong, Kutuwetan,
Mojorejo, Mojomati, Ngasinan,

Tegalsaro, Turi, Winong, Wonoketro

Kauman

16

Bringn, Carat, Ciruk, Gabel,
Kauman, Maron, Nglarangan,
Ngrandu, Nongkododo, Pengkol,
Plosojenar, Semanding, Sumoroto,

Sukosari, Tegalombo, Tosanan

Ngebel

Gondowido, Ngebel, Ngrogung,
Pupus, Sahang, Sempu, Talun,
Wogirlor

10.

Ngrayun

11

Baosankidul, Baosanlor, Binade,
Cepoko, Gedangan, Mrayan,
Ngrayun, Selur, Sendang, Temon,

Wonodadi

11.

Ponorogo

19

Bangunsari, Banyudono, Beduri,
Brotonegaran, Cokromenggalan,
Jingglong, Kauman, Keniten,

Kepatihan, Mangkujayan,
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Nologaten, Paju, Pakunden,
Pinggersari, Purbosuman,
Surodikraman, Tamanarum,

Tambakbayan, Tonatan

12.

Pudak

Banjarjo, Bareng, Krisik,
Pudakkulon, Pudakwetan, Tambang

13.

Pulung

18

Banaran, Bedrug, Bekiring,
Karangpatihan, Kasugihan,
Munggung, Patik, Plunturan,
Pomahan, Pulung, Pulong Merdeko,
Serag, Sidoharjo, Singgahan,
Tegalrejo, Wigirkidul, Wayang,
Waton

14.

Sambit

16

Bancangan, Bangsalan, Bedingin,
Besuki, Bulu, Campurejo,
Campursari, Gajah, Jrakah,
Kemuning, Maguwan, Ngadisanan,
Nglewan, Sambit, Wilangan,

Wringinanom

15.

Sampung

12

Carangrejo, Gelangkulon, Glinggang,
Jenangan, Karngwaluh, Kunti,
Nglurup, Pagerukir, Pohijo,
Ringinputih, Sampung, Tulung

16.

Sawoo

14

Brondrang, Grogol, Ketro, Kori,
Ngindeng, Pangkal, Prayungan,
Sawoo, Sriti, Temon, Tempuran,

Tugurejo, Tumpakpelem, Tumpuk

17.

Siman

16

Beton, Brahu, Demangan, Jarak,
Kepurubuh, Madusari, Mannuk,
Ngabar, Patihan Kidul, Pijeran,
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Ronosentanan, Sawoh, Sekaran,

Siman, Tajug, Tranjang

2 - Mangunsuman, Ronowijayan

18. | Slahung - 22 Broto, Caluk, Crabak, Duri, Galak,
Gembong, Gundik, Janti, Jebeng,
Kambeng, Manggare, Mojopitu,
Nailan, Ngilo-ilo, Ngloning,
Plancungan, Senopo, Simo, Slahung,

Truneg, Tugurejo, Wates

19. | Sooko - 6 Bedoho, Jurug, Klepu, Ngadirejo,
Sooko, Suru
20. | Sukorejo - 18 Bangunrejo, Gandukepuh, Gegeran,

Gelanglor, Golan, Kalimalang,
Karanglolor, Kedungbanteng,
Kranggan, Lengkong, Morosari,
Nambangrejo, Nampan, Prejegan,

Serangan, Sidorejo, Sukorejo, Sragi

21. | Mlarak - 15 Bajang, Candi, Gandu, Gontor,
Jabung, Joresan, Kaponan, Mlarak,
Ngrukem, Nglumpang, Serangan,

Siwalan, Suren, Tugu, Totokan

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo Tahun 2020

2. Kondisi Demografis Kabupaten Ponorogo
Menurut publikasi dari BPS (Badan Pusat Statistik) jumlah
penduduk di 21 kecamatan di Kabupaten Ponorogo dari tahun 2016 —

2020 adalah sebagai berikut :
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Tabel. 3

Jumlah Penduduk Kabupaten Ponorogo Mulai Tahun 2016 — 2020

Tahun 2016 2017 2018 2019 2020
Laki-laki 434.302 434.793 435.169 435.618 435.810
Perempuan 434.512 435.101 435.536 435.752 436.015
Total 868.814 869.894 870.705 871.370 871.825
Laju 0,16 0,12 0,09 0,08 0,05
Pertumbuhan

Penduduk

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten Ponorogo Tahun 2010-2035, BPS Ponorogo

Untuk rasio jenis kelamin jumlah penduduk laki-laki hampir sama
dengan jumlah penduduk perempuan. Untuk rasio tertinggi terdapat di
Kecamatan Mlarak yaitu sebesar 128 (setiap 100 perempuan terdapat 128
laki-laki) dan rasio terendah terdapat di Kecamatan Jetis yairu sebesar 95
(setiap 100 perempuan terdapat 95 laki-laki). Kecamatan dengan
kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Ponorogo yaitu sebanyak 3.333
jiwa’km? dan paling rendah adalah Kecamatan Pudak yaitu sebanyak 182
jiwa/km?.?

Dalam sensus penduduk pencacahan dilakukan terhadap seluruh
penduduk yang berdomisili diwilayah territorial Indonesia termasuk
warga negara asing kecuali anggota korps diplomatic negara sahabat

beserta keluarganya.Metode pengumpulan data dalam sensus dilakukan

*Ibid.
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dengan wawancara antara petugas sensus dengan responden dan juga

melalui e-sensus.’

3. Pendidikan

Di kota Ponorogo terdapat beberapa pondok pesantren yang

melahirkan beberapa tokoh-tokoh nasional,

diantaranya Nurcholis

Madjid, Hasyim Muzadi, Din Syamsuddin, dan Hidayat Nurwahid.

Pesantren yang

tercatat di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Kementrian Agama untuk tahun 2008 berjumlah 58 pesantren.

Selain pesantren terdapat juga pendidikan firmal negeri maupun

swasta. Berikut ini adalah data pendidikan formal di Kabupten Ponorogo

dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementrian Pendidikan Nasional

(Kemendiknas) untuk wilayah Kabupaten Ponorogo tahun 2011/2012

Sekolah di Kabaputen Ponorogo

Tabel. 4

Pendidikan | TK/RA | SD/MI | SMP/MTS | SMA/MA | SMK | Perguruan | Lain-
Formal Tinggi lain
Negeri 13 625 63 20 7 1 1
Swasta 617 88 108 57 25 4 7

Total 630 713 171 77 32 4 8

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo

®Ibid
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4. Agama
Menurut data yang di peroleh di Badan Pusat Statistik dalam
sensus penduduk yang dilakukan di tahun 2018, yang di jelaskan sebagai

berikut:

Tabel. 5

Jumlah Pemeluk Agama Penduduk Kabupaten Ponorogo

AGAMA

ISLAM PROTESTAN | KATOLIK | HINDU | BUDHA DLL

1.071.461 11.508 4.362 6.763 896 338

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo Tahun 2020

Ada juga beberapa data yang menjelaskan tentang jumlah tempat
peribadatan yang ada di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2010 ada
sekitar 4233 tempat peribadatan. Untuk jumlah masjid berjumlah 1448
dan mushola berjumlah 2754, gereja protestan berjumlah 21, gereja
katolik berjumlah 8, dan wihara berjumlah 2. Ini merupakan data yang
menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Ponorogo banyak yang
beragama islam.°

Data fisik sarana keagamaan diatas menurut penelitian penulis
belum mencirminkan tingkat keagamaan masyarakat yang sesungguhnya.
Meskipun sarana ibadah telah memadai, akan tetapi masih banyak umat

yang masih pada tingkat abangan. Abangan merupakan indikasi umat

®Ibid
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muslim yang tidak menjalankan sholat 5 waktu atau jika laki-laki tidak

melaksanakan sholat jum’at, puasa, dan umat tersebut mampu tapi tidak

menunaikan zakat.’

5. Perekonomian

Kondisi pendidikan masyarakat Ponorogo dapat dilihat dari

beberapa indikkator,

diantaranya bermata pencaharian di

sektor

pertanian sebanyak 51,78%, perdagangan, rumah makan dan hotel

17,34%, disektor jasa sosial dan perorangan berjumlah 11,83%. Sektor

pertanian yang dihasilkan dari luas sawah 34.800 hektar sawah dengan

prodeksi 4.266.521 kwt dari 99,2% padi sawah. Selain itu terdapat

produksi palawija yang berupa ketela 681.779 ton, jagung 241.330 ton

dan produk pangan lainnya. Untuk jumlah aparatur sipil negara yang ada

di Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

Tabel. 6

Jumlah Aparatur Sipil Negara Tingkatan Pendidikan Pada Jenis

Kelamin di Kabupaten Ponorogo

Tahun 2018
Tingkat Pendidikan Laki-laki Perempuan Jumlah
Sampai dengan SD 54 2 56
SMP/Sederajat 160 7 167

"Ibid
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SMA/Sederajat 1274 486 1760
Diploma LII/Akta LI 240 316 556
Diploma IIlI/Akta IIlI/Sarjana 240 703 943
Muda
Tingkat Sarjana/ Doktor/ 3051 3061 6067
Ph.D

Jumlah Total 5019 4530 9549

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo Tahun 2020
Tabel. 7
Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Kepangkatan
Pangkat/ Golongan/ Ruang Laki-laki Perempuan Jumlah

1. | /A Juru Muda 1 0 1
2. | I/B Juru Muda Tingkat I 9 1 10
3. | I/CJuru 79 3 82
4. | I/D Juru Tingkat I 32 1 33

Golongan I
5. | II/A Pengatur Muda 139 10 149
6. | II/B Pengatur Muda 265 42 307

Tingkat [
7. | II/C Pengatur 513 328 841
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8. | I/D Pengatur Tingkat I 329 418 747
Golongan II
9. | lII/A Penata Muda 328 297 723
10. | III/B Penata Muda 495 563 1.058
Tingkat I
11. | III/C Penata 437 446 883
12. | III/D Penata Tingkat I 608 543 1.151
Golongan III
13. | IV/A Pembina 399 335 734
14. | IV/B Pembina Tingkat I 1.288 1.362 2.650
15. | IV/C Pembina Utama 94 77 171
Muda
16. | IV/D Pembina Utaman 5 3 8
Madya
17. | IV/E Pembina Utama 0 1 1
Golongan IV
Jumlah/ Total 5.019 4.530 9.549

Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo Tahun 2020

Kinerja perekonomian Kabupaten Ponorogo dapat di gambarkan

dari perolehan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).Pada ttahun

2012 perekonomian di Ponorogo menunjukkan kinerja yang semkin baik.
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Hal tersebut ditunjukkan dengan menguatnya pertumbuhan ekonomi yang
terjadi pada tahun terakhir selain pertumbuhan proses pembangunan
ekonomi juga membawa perubahan mendasar dalam struktur ekonomi.
Perubahan itu didorong oleh peningkatan pendapatan yang pada
gilirannya membawa pola konsumnya. Dengan mengammati stuktur
okonomi dari beberapa tahun akan terlihat pola dan perkembangan
kegiatan pembangunan yang dilakukan baik secara umum maupun secara
lintas sektoral. Perkembangan struktur ekonomi dapat dibedakan dari
peranan tiga sector pendukung PDRB yaitu sektor primer yang terdiri dari
pertanian, pertambangan, dan penggalian, sektor sekunder yang terdiri
dari industri pengolahan, LGA dan konstruksi. Ketiga sektor tersier yang
terdiri dari sector PHR, angkutan dan komunikasi, sektor keuangan,
persewaan dan jasa perusahaan dan jasa-jasa lainnya. ®

Dalam ketenagakerjaan Ponorogo menjadi salah satu daerah yang
terkenal sebagai daerah pengirim Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang
cukup besar di Jawa Timur. Meskipun remintansi TKI pada tahun 2012
yang mencapai Rp 230,195 milyar menurun menjadi 9,12% disbanding
dengan tahun sebelumnya namun sedikit banyak juga ikut andil dalam
pergerakan pertumbuhan di berbagai sector salah seperti PHR, bangunan,
angkutan dan komunikasi serta keuangan. Disamping berabgai variasi

mengenai mata pencaharian, potensi perekonomian suatu wilayah

®Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Ponorogo Tahun 2013, Badan Pusat Statistik
Kabupaten Ponorogo 65-71.
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dicerminkan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data yang
ditemukan peneliti PDRB pada tahun 2012 sebesar 9,4 triliun rupiah.’
Struktur Organisasi Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia

Dalam peraturan Bupati Ponorogo Nomor 141 Tahun 2019 yang
membahas tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas, fungsi,
dan tata cara badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya
manusia, dijelaskan tentang pengertian badan dalam pasal 2 ayat (1).
Badan adalah unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang
kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang dipimpin
oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi badan
terdiri dari kepala badan, sekretaris, bidang pembinaan, penilaian kinerja,
kesejahteraan ASN, bidang perencanaan, pengadaan, pengelolaan data,
sistem informasi, bidang mutasi, promosi, bidang pengembangan
kompetensi sumber daya manusia dan kelompok jabtan fungsional. Bagan
susunan organisasi badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya

manusia sebagai berikut'? :

®Ibid, Produk Domestik Regional Bruto....,
19peraturan Bupati Ponorogo Nomor 141 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Uraian T
Manusia.

ugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
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Dari susunan organisasi kepegawaian dan pengembangan sumber
daya manusia Kabupaten Ponorogo dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sekretariat terdiri dari sub bagian umum dan kepegawain, sub bagian
keuangan dan sub bagian penyusunan progam dan pelaporan. Masing-
masing sub bagian memiliki tugas sesuai dengan pasal 7, pasal 8 dan
pasal 9 Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 141 Tahun 2019."

b. Menurut Dhony Prasetya Nugroho, selaku Kasubid Keuangan dan
Kasubid PLT Umum mengatakan “Kelompok jabatan fungsional di
bagi menjadi 2 yaitu, jabatan fungsional umum dan jabatan

2 12

fungsional tertentu . “Jabatan fungsional tertentu adalah kedudukan

yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak

Y1hid, pasal 6.
2Dhony Prasetya Nugroho (Kasubag Keuangan dan PLT Umum), Wawancara, 22 Februari 2021.
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seorang pegawai negeri sipil dalam suatu organisasi yang pelaksanaan
tugasnya didasarkan atas keahlian dan atau keterampilan tertentu
serta bersifat mandiri yang kenaikan pangkatnya didasarkan pada
angka kredit. Sedang jabatan fungsional umum adalah kedudukan
yang bersifat pelayanan administratif (supporting) dan terdapat
disetiap unit organisasi Kementrian Pertahanan.'> Pada jabatan
fungsional umum mutasi dapat dilakukan karena tidak memiliki
sertifikat keahlian tertentu atau sertifakat kompetensi. Sedangkan
dalam jabatan fungsional tertentu tidak dapat dilakukan mutasi
karena telah memiliki keahlian tertentu sehingga posisinya tidak
dapat dipindah-pindah."

c. Bidang pembinaan, penilaian kerja dan kesejahteraan ASN, di bagi
menjadi 3 sub bidang. Yang terdiri dari sub bidang pembinaan, sub
bidang penilaian kerja dan sub bidang kesejahteraan dan penghargaan
ASN. Salah satu tugas dari sub bidang ini adalah menyiapkan bahan
penyusunan kebijakan teknis penegakan disiplin, pengawasan dan
kode etik."” Kode etik dan kode prilaku di jelaskan pada Peraturan
Bupati Ponorogo Nomor 149 Tahun 2019. Kode etik adalah pedoman
mengenai kewajiban moral ASN yang harus ditunjukkan dalam

melaksanakan tugas dan pergaulan sehari-hari. Sedang kode prilaku

Bperaturan Menteri Pertahanan Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan
Fungsioan Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum Kementrian Pertahanan. Pasal 1.

“Dhony Prasetya Nugroho (Kasubag Keuangan dan Kasubag PLT Umum), Wawancara ,
22Februari 2021.

>peraturan Bupati Ponorogo Nomor 141 Tahun 2019, pasal 10.
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ASN adalah pedoman mengenai sikap. Tingkah laku, perbuatan,
tulisan dan ucapan ASN dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan
hidup sehari-hari.'®

d. Sub bidang penialian kinerja ASN mempunyai tugas melaksanakan
penilaian kinerja ASN. Penilaian kinerja (performance appraisal) pada
dasarnya merupakan factor kunci guna pengembangan suatu
organisasi secara efektif dan efisien.Penilaian kinerja pada pegawai
ASN merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh atasan
/pimpinan baik dilakukan secara langsung ataupun dengan bantuan
lembaga-lembaga penyedia untuk menilai kinerja
pegawainya.Penilaian kinerja =~ ASN berpedoman pada Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penialain Prestasi
Kinerja Pegawai Negeri Sipil.Yang meliputi aspek kuantitas,
kualitas, waktu, dan biaya, orientasi pelayanan, integritas, komitmen,
disiplin, dan kerjasama sesuai dengan karakteristik, sifat, dan jenis
kegiatan pada masing-masing unit kerja.'’Pada wawancara yang
dilakukan oleh peneliti di kantor BKPSDM Kabupaten Ponorogo
menurut Dhony Prasetya Nugroho di jelaskan bahwa “penilaian
kinerja ini dibagi menjadi 2 yaitu penilaian kinerja dan penilaian inter
personal, untuk penilaian kinerja di Kabupaten Ponorogo

menggunakan aplikasi yang bernama Simpeg Terpadu (sistem

'8peraturan Bupati Ponorogo Nomor 149 Tahun 2019 Tentang Kode Etik Dan Kode Prilaku
Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

"Wahyu Lestari, Susi Sulandari, “ Analisis Penilaian Kinerja Pegawai Pada Balai Teknik
Penyehatan Lingkungan Permukiman Surabaya”.
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informasi manajemen kepegawaian), yang mana isinya meliputi
profil, pendidikan, pelatihan dan diklat apa saja yang telah diikuti dan
hasil dari penilaian ASN itu sendiri. Salah satu fungsinya untuk
membantu pembuat kebijakan sehingga di buatalah aplikasi ini untuk
memumadahkannya melihat riwayat dari setiap ASN yang di di
Kabupaten Ponorogo™.'®

Penilaian kinerja ini menurut pemaparan Dhony selaku kasubag
keuangan dan PLT umum “menjadi salah satu syarat penting dalam
melakukan mutasi, karena didalamnya terdapat riwayat yang
membahas tentang latar belakang pendidikan dari ASN tersebut,
sebagai penentu akan bisa dimutasi atau tidaknya seorang ASN
tersebut, karena apabila latar belakang pendidikan dari ASN tidak
sesuai dengan tempat mutasi yang dituju maka mutasi tidak dapat
dilakukan”."

Bidang perencanaan, pengadaan, pengolahan data, dan sistem
informasi. Pada bidang ini terdiri dari sub bidang perencanaan dan
pengadaan ASN, yang salah satu tugasnya adalah menyiapkan bahan
penetapan formasi sebagai bahan pertimbangan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian pegawai. Sub bidang pengolahan

data dan sistem informasi, menurut pemaparan dari Iwan Yono

Saputro, S.STP “menjadi salah satu bidang yang dapat memudahkan

¥Dhony Prasetya Nugroho (Kasubag Keuangan dan Kasubag PLT umum) , Wawancara,
Ponorogo 22 Februari 2021.

“lbid.
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ASN dalam proses pengerimin data, karena disini setiap data diri dan
riwayat dari para ASN telah tersimpan, sehingga sewaktu-waktu
membutuhkan tidak perlu lagi untuk mencari atau mengirim ke
instansi lain melalui surat-menyurat, tetapi dibantu dengan sistem ini
untuk mempermudahnya.” Sub bidang fasilitasi profesi ASN.

f. Bidang mutasi dan promosi, memiliki tugas pengusulan dan
penetapan pengangkatan, pemindahan, promosi dan pemberhentian
pegawai dalam jabatan, kepangkatan dan pemberhentian
pegawaiyang mencapai batas usia pensiun (BUP), meninggal dunia,
keudzuran jasmani dan atas permintaan sendiri (APS), dilingkungan
pemerintahan kabupaten sesuai formasi yang telah ditetapkan dan
penyiapan bahan pelantikan, serah terima jabatan, serta pembinaan
jabatan administrasi dan jabatan fungsional.*'Menurut pemaparan
Liska Julianty selaku Staff Bidang Mutasi Dan Promosi mengatakan,
“mutasi sendiri di bagi menjadi 2 yaitu mutasi staff dan mutasi PNS
antar daerah. Selain itu ada juga mutasi eselon biasanya dilakukan
oleh Kepala Dinas, Kepala Bidang dan Pejabat. Untuk mutasi staff
ini  jarang sekali yang mengajukan  tetapi  biasanya
direkomendasikan”.”* Dalam bidang ini terdiri dari 3 sub bidang yaitu
sub bidang perpindahan dan pensiun, sub bidang kepangkatan, sub

bidang jabatan dan promosi.

“lwan Yono Saputro (Kepala Bidang Perencanaan Pengadaan Pengolahan Data dan Sistem
Informasi ASN), Wawancara, 22 Februari 2021.

*!peraturan Bupati Ponorogo Nomor 141 Tahun 2019 ...,

?iska Julianty (Staff Bidang Mutasi Dan Promosi), Wawancara, 22 Februari 2021.
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g. Bidang pengembangan kompetensi sumberdaya manusia, menurut
keterangan Eko Bagus Priambudi selaku Kepala Bidang Mutasi dan
Promosi mengatakan, “bidang ini memiliki tugas menyusun progam
analisa  kebutuhan pengembangan sumber daya manusia,
menyelenggarakan pengembangan kompetensi sumber daya manusia
dan  melaksanakan = koordinasi  pelaksanaan  pengembangan
kompetensi. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan
kepada kepala bidang mutasi dan promosi, beliau mengatakan bahwa
pengembangan SDM ini dapat dilakukan melalui diklat dan
pelatihan.” Diklat merupakan proses penyelenggaraan belajar
mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai negeri
sipil. Sedangkan pelatihan sendiri adalah proses terencana untuk
mengubah sikap dan prilaku, pengetahuan dan keterampilan melalui
pengalaman belajar untuk menacapai kinerja yang efektif dalam
sebuah kegiatan atau sejumlah kegiatan. Secara umum tujuan dari
pelatihan atau diklat sendiri adalah pertama, meningkatkan
pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat
melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi
kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi. Kedua
menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharuan
dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, memantapkap

sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan,

*Eko Bagus Priambodo ( Kepala Bidang Mutasi Dan Promosi), Wawancara, 26 Februari 2021.
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pengayoman dan pemberdayaan masyarakat. Keempat, menciptakan
kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas
pemerintahan secara umum dan pembangunan demi terwujudnya
pemerintahan yang baik.** Untuk sasaran diklat sendiri untuk dapat
mewujudkan PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan
persyaratan jabatan masing-masing. Yang man fungsi dari diklat
sendiri adalah fungsi pendidikan dan fungsi pelatihan. Bidang
pengembangan kompetensi sumberdaya manusia terbagi menjadi 3
sub bidang. Yang terdiri dari sub bidang pengembangan kompetensi
dasar, sub bidang pengembangan kompetensi teknis dan fungsional,

sub bidang pengembangan kompetensi jabatan.
B. Pelaksanaan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang

Tata Cara Mutasi Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Ponorogo

Untuk menjawab rumusan masalah pada Bab I peneliti melakukan
wawancara di kantor BKPSDM Kabupaten Ponorogo tentang kedudukan
dari peraturan BKN sendiri ketika melakukan proses murasi bagi para
ASN yang akan masuk ataupun keluar dari wilayah Kabupaten Ponorogo.
Menurut Dhony Prasetya Nugroho, selaku Kasubid Keuangan dan
Kasubid PLT Umum mengatakan “ Kududukan Badan Kepegawaian

Negara ini nanti akan melihat tentang hasil penilaian dari setiap ASN

*Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
dalam https://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/pendidikan-dan-pelatihan-dalam-
upayapengembangan-sumber-daya-manusia-apartur-sipil-negara, diakses pada sabtu 27 maret
2021.



https://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/pendidikan-dan-pelatihan-dalam-upayapengembangan-sumber-daya-manusia-apartur-sipil-negara
https://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/pendidikan-dan-pelatihan-dalam-upayapengembangan-sumber-daya-manusia-apartur-sipil-negara
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yang akan melakukan mutasi yang mana BKN di fasilitasi dengan
aplikasi SIPANDA untuk melihat indeks profesionalitas ASN/ PNS”.
Menurut Iwan Yono Saputro selaku Kepala Bidang Perencanaan,
pengadaan, Pengolahan Data dan Siste Informasi mengatakan
“pengukuran indeks profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang
digunakan untuk mengukur secara kuantatif tingkat profesionalitas
pegawai ASN yang hasinya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan
evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Untuk
kriteria apa saja yang digunakan untuk mengukur tingkat
profesionalisme ASN mencakup” :*
a. Dimensi kualifikasi
Digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai
kualifikasi pendidikan formal ASN dari jenjang paling tinggi
sampai dengan jenjang yang paling rendah atau bisa disebut
dengan riwayat pedidikan.Dimensi kualifikasi ini diambil sebesar
25%dari seluruh pengukuran. Pendidikan ini terdiri dari :
1) Pendidikan S-3 (Strata Tiga)
2) Pendidikan S-2 (Strata Dua)
3) Pendidikan S-1 (Strata Satu)/D IV (Diploma Empat)

4) Pendidikan D-III (Diploma Tiga)

#lwan Yono Saputro (Kepala Bidang Perencanaan Pengadaan Pengolahan Data dan Sistem
Informasi ASN), Wawancara, 22 Februari 2021.
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5) Pendidikan D-II (Diploma Dua/ D-1 (Diploma Satu)/ Sekolah
Lnjutan Tingkat Atas (SLTA)/ Sederajat

6) Dibawah SLTA*

Instrumen pengukuran pada dimensi kualifikasi bobot

penilaiannya sebagai berikut :*’

1) Bobot nilai sebesar 25 bagi ASN yang memperoleh/memiliki
pendidikan S-3 (Strata Tiga)

2) Bobot nilai sebasar 20 bagi ASN yang memperoleh/memiliki
pendidikan S-2 (Strata Dua)

3) Bobot nilai sebesar 15 bagi ASN yang memperoleh/memiliki
pendidikan S-1 (Strata Satu)/ D-IV (Diploma Empat)

4) Bobot nilai sebesar 10 bagi ASN yang memperoleh/memiliki
pendidikan D-III (Diploma Tiga)

5) Bobot nilai sebesar 5 bagi ASN yang memperoleh/memiliki
pendidikan D-II (Diploma Dua)/ D-I (Diploma Satu)/ Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/ Sederajat

6) Bobot nilai sebesar 1 bagi ASN yang memperoleh/memiliki
pendidikan dibawah SLTA.

b. Dimensi Kompetensi
Dimensi kompetensi digunakan untuk mengukut data/

informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang

%Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Dan
Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN .

I bid
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pernah diikuti oleh ASN dan memiliki kesesuaian dalam

pelaksanaan tugas jabatan.Dimensi kompetensi ini memiliki

perhitungan sebesar 40% dari keseluruhan pengukuran. Dimensi

kompetensi ini terdiri atas :**

1) Diklat kepemimpinan dari dimensi kompetensi ini bobot
penilaiannya adalah :

a) Bobot nilai sebesar 15 bagi ASN yang menduduki
jabatan pimpinan tinggi, jabata adiministrator, dan
jabatan pengawas yang telah mengikuti pendidikan dan
pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang
diduduki.

b) Bobot nilai sebesar 0 bagi ASN yang memiliki jabatan
tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas yang
belum  mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan
kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki.

2) Diklat fungsional
Bobot penilaian pada diklat fungsinal adalah sebagai berikut :

a) Bobot nilai sebesar 15 bagi ASN yang menduduki
jabatan fungsional dan telah mengikuti pendidikan dan
pelatihan fungsional sesuai dengan jabatan yang telah

diduduki.

%8 peraturan Badan Kepegawaian Negara....,
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b) Bobot sebesar 0 bagi ASN yang menduduki jabatan
fungsional dan belum mengikuti pendidikan dan
pelatihan fungsional sesuai dengan yang diduduki.

3) Diklat teknis
Instrument pengukuran pada diklat teknis paling sedikit 20
dengan bobot penilaian sebagai berikut :*

a) Bobot niali sebesar 15 bagi ASN yang menduduki
jabatan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas,
dan jabatan fungsional yang telah mengikuti pendidikan
dan pelatihan fungsional sesuai dengan jabatan yang
telah diduduki.

b) Bobot nilai 0 bagi ASN yang menduduki jabatan
pimpinan tinggi, jabatan administratot, jabatan
pengawas, jabatan fungsional yang belum mengikuti
pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 JP
yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya.

c) Bobot nilai sebesar 22,5 bagi ASN yang menduduki
jabtan pelaksana yang telah mengkuti pendidikan dan
pelatihan teknis paling sedikit 20 JP yang mendukung
tugas jabatannya dalam 1 tahun terakhir.

d) Bobot nilai sebesar 0 bagi ASN yang menduduki jabatan

pelaksana yang belum mengikuti pendidikan dan

“peraturan Badan Kepegawaian Negara....,
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pelatihan teknis paling sedikit 20 JP yang mendukung

tugas jabatannya selama 1 tahun terakhir.

4) Seminar/Workshop/Magang/Kursus/sejenisnya

Instrument ini memiliki bobot nilai sebagai berikut :

a)

b)

d)

Bobot nilai sebesar 10 bagi ASN yang menduduki
jabtan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan
pengawas, dan jabatan fungsional yang telah mengikuti
seminar/workshop/magang/kursus atau sejenisnya sesuai
jabatannya selama 2 tahun.

Bobot nilai sebesar 0 bagi ASN yang menduduki jabatan
tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan
jabatan fungsional yang belum mengikuti seminar/
workshop/ magang/ kursus atau sejenisnya sesuai
jabatannya selama 2 tahun.

Bobot nilai sebesar 17,5 bagi ASN yang telah
menduduki jabatan pelaksanan yang telah mengikuti
seminar/ workshop/ magang/ kursus atau sejenisnya
sesuai jabatannya selama 2 tahun.

Bobot nilai sebesar 0 bagi ASN yang menduduki jabatan
pelaksana yang belum mengikuti seminar/ workshop/
magang/ kursus atau sejenisnya sesuai jabatannya

selama 2 tahun.
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Dimensi kinerja

Dimensi ini digunakan untuk mengukur data/ informasi
mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan
perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit
atau organisasi dengan memperhatikan tarjet, capaian, hasil,
dan manfaat yang dicapai serta perilaku ASN. Dimesi kinerja
diperhitungkan sebesar 30% dari kesuluruhan pengukuran
indikator yang digunakan adalah riwayat hasil penilaian
kinerja yang mencakup sebagai berikut :
1) Sasaran kerja pegawai

2) Prilaku kerja pegawai

Instrument  pengukuran pada dimensi kinerja bobot

penilaiannya adalah :

a) Bobot nilai sebesar 30 bagi ASN yang memiliki
penilaian kinerja antar 91 - 100 dengang kriteria sangat
baik

b) Bobot nilai sebesar 25 bagi ASN yang memiliki
penilaian kinerja anatar 76 - 90 dengang kriteria baik

c) Bobot nilai sebesar 15 bagi ASN yang memiliki
penilaian kinerja anatar 61-75 dengang kriteria cukup

baik
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d) Bobot nilai sebesar 5 bagi ASN yang memiliki penilaian
kinerja anatar 51-60 dengang kriteria sedang
e) Bobot nilai sebesar 1 bagi ASN yang memiliki penilaian
kinerja anatar 50 kebawah dengang kriteria kurang baik
d. Dimensi disiplin
Dimensi ini digunakan untuk mengukur data/informasi
kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah
diterima oleh ASN.Dimesi disiplin diberhitungkan sebesar 5%
dari keseluruhan pengukuran. Indikator yang digunakan yaitu
data/informasi mengenai hukuman disiplin yang pernah
diterima mencakup:
1) Hukuman disiplin ringan
2) Hukuman disiplin sedang

3) Hukuman disiplin berat

Intrumen pengukuran ada dimensi kinerja ini sebagai berikut:

a) Bobot nilai sebesar 5 bagi ASN yang memiliki riwayat
tidakk pernah di jatuhi hukuman disiplin

b) Bobot nilai sebesar 3 bagi ASN yang memiliki riwayat
pernah di jatuhi hukuman disiplin ringan

¢) Bobot nilai sebesar 2 bagi ASN yang memiliki riwayat

pernah di jatuhi hukuman sedang
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d) Bobot nilai sebesar bagi ASN yang memiliki riwayat

pernah di jatuhi hukuman disiplin berat

Selain itu terdapat kategori yang mengukur tingkat profesionalitas

ASN dengan rincian sebagai berikut: *

a. 91-100 = sangat tinggi
b. 81-90 =tinggi

c. 71-80 =sedang

d. 61-70 =rendah, dan

e. 60 kebawah = sangat rendah

Pengukuran tersebut bertujuan sebagai acuan instansi pemerintah
pusat dan daerah dalam melakukan pengukuran Indeks
Profesionalitas ASN secara benar.Instansi pemerintahan pusat dan
daerah wajib melakukan pengukuran berkala minimal 1 tahun

sekali dalam setiap tahun.

1. Proses Mutasi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Ponorogo

Dari hasil wawancara dan pengumpulan data yang dilakukan oleh
peneliti dengan apartur sipil negara yang telah melakukan mutasi. Pada
wawancara tersebut telah di jelaskan proses perpindahan yang telah di
lakukan. Tujuan dari peneliti untuk melakukan wawancara adalah untuk
mengetahui proses apa saja yang dilalui oleh ASN sehingga dapat

melakukan mutasi. Pada tanggal 11 Januari 2021 dan 25 Januari 2021

%%peraturan Badan Kepegawaian Negara....,
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penulis secara langsung berkunjung kerumah ASN yang sudah mutasi.
Pertama penulis mewancari Bapak Fauzi Sahri dan selanjutnya adalah ibu
Harianti.

Bapak Fauzi Sahri menerangkan, “mutasi yang dilakukan termasuk
dalam mutasi staff. Mutasi staff sendiri adalah perpindahan tugas atau
perpindahan lokasi dalam satu Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, satu
Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia”.*' Mutasi merupakan hal yang diidam-
idamkan bagi banyak orang, banyak sekali ASN yang mengajukan pindah
tugas dengan berbagai alasan, salah satunya agar dekat dengan tempat
tinggal.Hal ini tentu diperkenankan selama sesuai dengan aturan yang
berlaku.Akan tetapi mutasi dilakukan harus dengan mempertimbangkan
aspek utama seperti kompetensi, kebutuhan dan komitmen dari pegawai
tersebut untuk mengabdi sesuai dengan peryataan di awal bekerja.”

Berikut tahapan mutasi yang ditempuh berdasarkan pengalaman
narasumber :*°
1. Cek ketersediaan formasi di instansi tujuan

Sebelum melakukan permohonan mutasi secara tertulis dan
melengkapi persyaratan perlu dilakukan pengecekan formasi ke instansi

tujuan melalui Badan Kepegawaian Daerah setempat.Dalam hal ini

%Bad

riyah Khaleed, Legislative Drafting: Teori Dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang

Undangan, (Yogyakarta: Medpress Digital Cet.1, 2014) , 161.
%2Fauzi Sahri (Aparatur Sipil Negara), Wawancara, 7 Februari 2021.

®Ibid
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narasumber mecari tahu ke instansi yang dituju apaakah ada formasi
yang kosong yang sesuai dengan keahlian narasumber.
Meminta izin secara lisan di instansi tujuan
Setelah mendapatkan informasi bahwa formasi bisa ditempati
selanjutnya melakukan permohonan secara lisan kepada PEMDA
melalui pihak BKD.
Meminta izin lisan kepada atasan secara langsung
Setelah mendapatkan izin dari BKD, kemudian melaporkan hal
tersebut ke atasan, di instansi sebelum melakukan pindah.Kemudian
narasumber perlu mendapatkan persetujuan permohonan meskipun
dengan beberapa pertimbangan.
Penuhi dokumen persyaratan dengan lengkap
Setelah mendapatkan izin dari atasan dan pihak pemda kemudian
melengkapi syarat-syarat mutasi seperti:
a. Berstatus ASN
b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan ASN
yang akan mutasi (hal ini terdapat di BKD atau biro kepegawaian
masing-masing kementrian atau lembaga
c. Surat permohonan mutasi dari ASN yang bersangkutan
d. Surat usul mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan
jabatan yang akan diduduki.
e. Surat persetujuan mutasi dari PPK instansi penerima dengan

jabatan yang akan diduduki
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f. Surat peryataan dari instansi asal bahwa ASN yang bersangkutan
tidak sedang dalam proses menjalani hukuman disiplin atau proses
peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain ang mengurusi
kepegawaian paling rendah menduduki jabatan pimpinan tinggi
pratama

g. Salinan atau fotokopi sah surat putusan dalam pangkat atau jabatan
terakhir.

h. Salinan atau fotokopi sah penilaian prestasi kerja (PPK) bernilai
baik dalam 2 tahun terakhir

i. Surat pernyataan tidak sedang menjalani ikatan dinas yang dibuat
oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawain paling
rendah menduduki JPT Pratama

j. Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan oleh inspektorat
instansi asal.

5. Surat kesediaan menerima dari instansi asal untuk pindah atau keluar
Mengajukan seluruh berkas-berkas sebagai persyaratan mutasi
melalui BKD setempat. Apabila surat rekomendasi kesediaan
menerima berhasil didapatkan dan ditandatangani oleh Bupati maka
akan mendapatkan seluruh kelengkapan surat izin melepas.
6. Mengirimkan seluruh dokumen secara lengkap ke BKD
7. Surat persetujuan dari kepala kantor regional BKN

8. Menunggu SK difinitif penempatan
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Setelah surat keputusan pindah status dikeluarkan oleh BKN maka
tahapan selanjutnya adalah menunggu SK penempatan difinitif.
Penempatan ini sendiri tentunya akan disesuaikan dengan analisis
jabatan yang sudah di buat sebelumnya.

9. Proses mutasi ASN telah selesai dilaksanakan.

Menurut keterangan Harianti yang telah melakukan mutasi antar
daerah, dari pengamatan penulis proses mutasi yang dilalui juga hampir
sama dengan Fauzi Sahri. Haruanti menjelaskan, “mutasi yang dilakukan
oleh Harianti adalah mutasi PNS antar kabupaten atau kota dalam satu
provinsi, dilakukan dengan ketentuan, Pejabat Pembina Kepegawaian
(PPK) Kabupaten/Kota instansi penerima membuat usul mutasi kepada
PPK Kabupaten/Kota instansi asal untuk meminta persetujuan, kemudian
apabila PPK Kabupaten/Kota instansi asal telah menyetujui, maka PPK
Kabupaten/Kota instansi asal akan memberikan persetujuan muutasi,
berdasarkan  perstujuan mutasi  sebagaimana dimaksud, PPK
Kabupten/Kota penerima menyampaikan usul mutasi kepada kepala kantor
regional BKN melalui Gubernur untuk mendapatkan pertimbangan teknis
berdasrkan pertimbangan teknis kepala kantor regional BKN, Gubernur

. 4
menetapkan keputusan mutasi”.’

Adapun yang menjadi prosedur dari pelaksanaan mutasi pegawai

di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Ponorogo di ketahui bahwa

**Harianti (Aparatur Sipil Negara), Wawancara, 8 Februari 2021.
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pelaksanaan mutasi pegawai sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang
sudah di tetapkan yaitu adanya surat usulan kebutuhan Aparatur Sipil
Negara Kabupaten Ponorogo yang di setujui Bupati dan ditujukan
ditujukan ke Badan Kepewaian Daerah Kabupaten Ponorogo. Adapun
yang menjadi dasar pelaksanaan mutasi di Kabupaten Ponorogo adalah
Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2002, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 tentang wewenang
pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian, PERMENDAGRI Nomor
10 Tahun 2006 tentang perpindahan menjadi PNS Pusat dan PNS Daerah,
Keputusan Kepala BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Mutasi.””

Data Aparatur Sipil Negara yang telah selesai melakukan mutasi
baik keluar dari Kabupaten Ponorogo atau masuk ke Kabupaten Ponorogo
mulai dari bulan Januari sampai blan September tahun 2020 adalah

sebagai berikut : *°

Gender
Golongan Lk Pr Jumlah
v 11 16 27
III 17 24 41

*Dhony Prasetya Nugroho (Kasubag Keuangan dan Kasubag PLT Umum),Wawancara 22
Februari 2021.
%|_iska Julianty (Staff Bidang Mutasi Dan Promosi), Wawancara, 22 Februari 2021.
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II 12 6 18
I 0 0 0
Jumlah 40 46 86

Sumber: Liska Julianty Staff Bidang Mutasi Dan Promosi Ponorogo

Data Aparatur Sipil Negara yang mutasi berdasarkan sistem merit,

dari bulan Januari-September tahun 2020.Merit System adalah mutasi

karyawan yang didasarkan atas landasan yang bersifat ilmiaah, objektif

dan hasil prestasi kerjanya. Berdasarkan hasil penelitian jumlah pegawai

yang dimutasi adalah :*’

Gender
Golongan Lk Pr Jumlah
v 7 6 13
III 7 14 21
11 4 1 5
1 0 0 0
Jumlah 18 21 39

Sumber: Liska Julianty Staft Bidang Mutasi Dan Promosi Ponorogo

Data Aparatur Sipil negara yang telah melakukan mutasi mulai bulan

Januari-September Tahun 2020 berdasarkan seniority sistem. Pengertian dari

seniority sistem sendiri adalah mutasi yang didasarkan atas landasan masa kerja,

usia dan pengalaman kerja dari karyawan yang bersangkutan. Berdasarkan

¥ Ibid
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penelitian yang telah dilakukan oleh penulis jumlah pegawai yang di mutasi

berdasarkan seniority sitem adalah :**

Gender
Golongan Lk Pr Jumlah
v 4 10 14
I 10 10 20
I 8 5 13
I 0 0 0
Jumlah 22 25 47

Sumber: Liska Jualianty Staft Bidang Mutasi Dan Promosi Ponorogo

Data Aparatur Sipil Negara yang telah selesai di mutasi dan masuk di

wilayah Kabupeten Ponorogo adalah sebagai berikut :

Gender
Golongan Lk Pr Jumlah
v 1 0 1
I 2 2 4
II 0 0 0
I 0 0 0
Jumlah 3 2 5

Sumber: Liska Julianty Staft Bidang Mutasi Dan Promosi Ponorogo

*bid
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Data Aparatur Sipil Negara yang telah selesai di mutasi dan keluar dari

wilayah Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

Gender
Golongan Lk Pr Jumlah
v 2 0 2
III 5 5 10
II 0 0 0
I 0 0 0
Jumlah 7 5 12

Sumber: Liska Julianty Staff Bidang Mutasi Dan Promosi Ponorogo

Beberapa cacatan yang dialami oleh Bapak fauzi Sahri dalam
mengurusi mutasi, “beliau menjelaskan kalau dahuluasalkan instansi
tujuan dan instansi asal bersedia melepas, maka mutasi bisa segera
dilaksanakan, tetapi jika sekarang setiap proses mutasi harus
mendapatkan nota teknis persetujuan dari BKN. Nota teknis ini memuat
persetujuan BKN dengan mempertimbangkan berkas-berkas usulan serta
kesesuaian antara kebutuhan instansi penerima dan kualifikasi dari ASN
yang mengusulkan mutasi.Jika nota teknis ini cocok maka nota teknis ini
akan segera disetujui dan diterbitkan oleh BKN kalupun tidak cocok
akanada kemungkinan kalau mutasi akan ditunda dulu atau bahkan bisa
saja di tolak”.*

Apabila membicarakan tentang waktu beliau menjelaskan bahwa

proses mutasi ini tidak bisa cepat terselesaikan, tapi butuh kesabaran

%Fauzi Sahri (Aparatur Sipil Negara), Wawancara, 7 Februari 2021.
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dalam menunggu dan melengkapi segala berkas yang diperlukan untuk
mutasi. Dan waktunya bisa sampai berbulan-bulan, semakin jauh wilayah
mutasi tujuan maka akan semakin lama juga waktu yang di butuhkan.
Maka dari itu dalam hal ini terdapat relasi, relasi dalam konteks ini adalah
seseorang yang siap membantu sebagai bentuk perpanjangan tangan.
Dengan adanya relasi dapat memudahkan proses tanpa harus sering ke
instansi tujuan untuk sekedar menanyakan progres pengajuan mutasi.
Dalam hal ini dapat meminta pertolongan kepada orang lain sebagai
perwakilan yang akan mengurusi hal-hal yang bisa di wakilkan.
Membangun hubungan yang baik dengan biro kepegawaian di instansi
tujuan merupakan salah satu hal yang dapat membantu proses sehingga

dapat menghemat waktu dan biaya.*

“Olbid



BAB IV

TINJAUAN FIQH STYASAHTERHADAP PERATURAN BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG
TATA CARA MUTASI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI

KABUPATEN PONOROGO

A. Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN)
Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Mutasi Aparatur Sipil Negara
(ASN) Di Kabupaten Ponorogo

Sebagaimana yang sudah di jabarkan sebelumnya bahwa praktek
mutasi yang terjadi di Kabupaten Ponorogo tidak hanya menggunakan
peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata
Cara Mutasi ASN, selain peraturan diatas ada juga Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Apasatur Sipil Negara. Pada pasal 1 menjelaskan bahwa
menejemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai
ASN vyang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari
intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Manejemen ASN sendiri meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan,
pengadaan, pengkat dan jabatan, pengembangan karir, promosi, mutasi,
penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin,

pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan.

94
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Dari manejemen ASN ini dapat dilihat bahwa mutasi termasuk

didalamnya, yang mana macam-macam mutasi sendiri dalam pasal 73

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 di bagi menjadi:

1.

Mutasi PNS dalam satu instansi pusat atau instansi daerah dilakukan oleh

pejabat pembina kepegawaian

. Mutasi PNS antar kabupaten/ kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh

gubernur setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN

. Mutasi PNS antar kabupaten/kota antar provinsi ditetapkan oleh menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan setelah mendapat
pertimbangan dari kepala BKN

Mutasi PNS provinsi/kabupeten/kota ke instansi pusat atau sebaliknya
ditetapkan oleh kepala BKN

Mutasi PNS antar instansi pusat ditetapkan oleh kepala BKN

Dari pasal 73 ini bila cermati lagi pada ayat 7 di jelaskan bahwa

untuk mencegah konflik kepentingan PNS yang memiliki hubungan tali

perkawinan dan hubungan darah secara langsung dalam satu unit kerja dapat

di mutasi pada unit yang berbeda berdasarkan keputusan pejabat pembina

kepegawaian. Dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa pengajuan mutasi tidak

boleh dilakukan dengan alasan ingin dekat dengan tempat tinggal atau dekat

dengan keluarga, tetapi harus sesuai dengan kebutuhan pegawai ditempat

mutasi yang dituju. Sedangkan kenyataan dilapangan mutasi dengan alasan

seperti itu masih banyak ditemui khususnya di Kabupaen Ponorogo. yang



96

mana mutasi di jadikan alat untuk mempermudah pekerjaan tapi dengan tidak

memperhatikan peraturan yang ada.

Salah satu mutasi yang terjadi di Kabupaten ini adalah dengan
melanggar PERMENPAN RB Nomor 23 tahun 2019 karena di dalam
peraturan tersebut dijelaskan bahwa “peserta seleksi yang sudah dinyatakan
lulus oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK), namun mengajukan pindah
saat belum genap bekerja seama 10 tahun sejak terhitung mulai tanggal
diangllat sebagai ASN maka dianggap mengundurkan diri”. Sedangkan
kenyataan yang terjadi di lapangan malah sebaliknya, ada salah satu ASN
yang baru diangkat selama 4 tahun sejak terhitung mulai tanggal diangkatnya
sudah bisa pindah ke instansi lain dengan tidak memperhatikan peraturan
tersebut. Ketika diteliti lagi teryata keberhasilan beliau melakukan mutasi
tersebut dengan menggunakan pihak ketiga yang membantu untuk
memudahkan prosesnya. Ini juga termasuk dalam spoiled system yang mana
tidak sesuai dengan manajeman ASN yang harus diakukan dengan merit

systern.

Pasal yang telah disinggung diatas dapat dikuatkan dengan pasal 1
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa manajemen ASN harus
menggunakan sistem merit yang maksudnya adalah kebijakan dan manejemen
ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil
dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit,

agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, ; umur, atau kondisi
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kecacatan. Sehingga dengan peraturan ini lebih menegaskan bahwa proses
mutasi tidak diperbolehkan adanya lobby-lobbyan antar anggota ASN atau
kerjasama dalam hal memudahkan proses mutasi dengan tidak mengikuti

peraturan yang ada.

Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dilapangan
ketika melakukan wawancara di kantot BKPSDM Kabupaten Ponorogo,
peneliti menemukan salah satu penyataan dari anggota disana ketika
diwawancarai bahwa memang dalam melakukan kegiatan manajemen ASN
ini salah satunya mutasi pasti ada yang namanya lobby-lobbyan dengan
pemilik kewenangan. Padahal jelas dalam peraturan BKN Nomor 5 Tahun
2019 tentang tata cara mutasi, apabila disitu terdapat syarat yang tidak di
penuhi dalam pelaksanaan mutasi oleh ASN yang mengajukan maka tidak ada
cara lain kecuali melengkapi persyaratan terlebih dahulu dan tidak bisa

menggunakan sistem lobby-lobbyan untuk mempermudahnya.

Apabila manejemen ASN, termasuk mutasi tidak diselenggarakan
dengan sistem merit maka dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil perbuatan tersebut termasuk dalam pelanggaran
disiplin, yang nantinya akan mendapat hukuman disiplin sesuai dengan
pengertian yang ada dalam pasal 1 ayat (4) PP Nomor 53 Tahun 2010. Jika
dilihat dalam peraturan tersebut tingkatan hukuman disiplin ini di
kategorikan menjadi tiga tingkatan yang terdiri dari hukuman disiplin ringan,

hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat. Dari setiap tingkatan
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diatas akan dikenai sanksi dari mulai teguran lisan hingga pemindahan dalam
rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, yang semua ini dijelaskan
dalam pasal 7 ayat 1- 4 PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai

Negeri sipil.

Dari hasil penelitian ketika penulis melakukan penggalian data di
lapangan yaitu kepada beberapa ASN yang telah melakukan mutasi terdapat
beberapa permasalah yang muncul, mulai dari keluhan pada lamanya waktu
mutasi hingga adanya beberapa relasi yang dapat mempercepat bahkan
mempermudah dikabulkannya mutasi. Untuk masalah lamanya waktu mutasi
dikarenakan beberapa faktor mulai dari BKN pusat yang belum dapat
mengabulkan permohonan ASN untuk mutasi karena belum lengkapnya
persyaratan ASN, hingga instansi yang akan dituju oleh ASN tersebut belum
ada formasi yang kosong sesuai dengan keahlian ASN yang mengajukan
mutasi, sehingga harus menunggu lebih lama agar permohonannya tersebut

dapat dikabulkan.”

Sedangkan untuk masalah relasi sendiri jika dapat di jelaskan adalah
seseorang yang siap membantu sebagai bentuk perpanjangan tangan. Yang
mana relasi ini hanya akan membantu beberapa hal yang setidaknya dapat
diwakilkan seperti menanyakan sudah sampai mana proses mutasi yang telah
diajukan atau beberapa keperluan lain yang dapat diwakilkan. Bukan sebagai
perantara untuk meloloskan seorang ASN yang mengajukan mutasi,

kemudian relasi ini akan mendapatkan imbalan atas bantuan yang telah
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dilakukannya. Kegiatan inilah yang peneliti temukan dilapangan, sehingga
jelas bahwa proses mutasi ini masih menggunakan spoiled system yang jelas

ini adalah termasuk dalam pelanggaran.

Permasalahan ini termasuk dalam larangan bagi setiap ASN yaitu
menyalahgunakan wewenang serta menjadi perantara untuk mendapatkan
keuntungan pribadi atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang
lain. Larangan ini dijelaskan dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil.Seorang yang punya jabatanpun juga tidak di
perkenankan menggugakan kewenangan untuk mendapatkan keuntungan
pribadi, pada asas pemerintahan yang baik terdapat konsep penyalahgunaan
wewenang. Penyalahgunaan wewenang merupakan suatu kebijakan yang
diberikan pejabat ke pejabat lainnya yang ditujukan untuk menjalankan
pekerjaannya tidak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pejabat tersebut
dengan kata lain pejabat tersebut menyimpang dari kewenangannya.
Penyalahgun aan wewenang dalam hukum administrasi terdiri dari tiga

macam :

a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang
bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan
kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.

b. Penyalahgunaan kewenangan yang kedua adalah tindakan pejabat tersebut

benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan
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apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-
peraturan lain.
c. Menyalahgunaan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai

tujuan tertentu, tetapi malah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Dalam peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 disebutkan pada pasal 2
ayat 2 perencanaan mutasi ASN harus memperhatikan beberapa aspek,

diantaranya :

a. Kompetensi

b. Pola karier

c. Pemetaan pegawai

d. Kelompok rencana suksesi

e. Perpindahan dan pengembangan karier

f. Penilaian prestasi kerja/kinerja dan perilaku kerja

g. Kebutuhan organisasi dan

h. Sifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung pada klasifikasi

jabatan.

Dari peraturan ini dapat di simpulkan bahwa proses mutasi harus
memerhatikan aspek-aspek tersebut, bukan untuk kepentingan pribadi
seperti agar dekat dengan keluarga atau dekat rumah tapi mutasi ini

memiliki funsi lain diantaranya :

1. Meningkatkan produktivitas kerja
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2. Menciptakan keseimbangan antara tenaga kerja dengan komposisi
kerja

3. Memperluas dan menambah pengetahuan

4. Menghilangkan rasa bosan terhadap pekerjaan

5. Meningkatkan karier yang lebih tinggi

6. Sebagai bentuk hukuman atas yang diperbuat.

Sehingga apabila proses mutasi sesuai dengan peraturan dan aspek-
aspek yang harus diperhatikan maka tujuan dan fungsi dari diadakannya
mutasi ini akan tercapai serta tidak hanya menguntungkan ASN itu sendiri

tapi juga instansi atau organisasi yang ada di negara tersebut.

. Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Badan Kepegawaian Negara
Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Mutasi Aparatur Sipil Negara Di

Kabupaten Ponorogo

Figih Siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk
beluk pengaturan umat dan negara dengan berbagai hukum yang telah ada.
Yang mana akan membimbing manusia pada kemaslahatan dan mejauhkan
dari kemudhorotan. Figh Siyasah dibagi atas beberapa macam yang salah
satunya membahas tentang pegawai dalam suatu negara yang memiliki tugas
membantu seorang khalifah dalam menjalankan pemerintahan. Figh Siyasah
ini dikenal dengan Siyasah Dusturiyyah.Didalam Siyasah Dusturiyyah
dikenal dengan Wazir. Wazir ini membahas lebih rinci mengenai para

pembantu khalifah.
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Wazir dalam Siyasah Dusturiyyah dibagi menjadi menjadi 2 yaitu,
wazir tafwidy dan wazir tanfidhy. Kedua wazir ini memiliki kewenangan
dan tugas yang berbeda, jika di lihat lebih jauh lagi yang membedakan dari
kedua wazir ini adalah wazir tanfidhy khusus mengenai pegawai yang
membantu dalam proses administrasi disuatu negara. Yang mana tugasnya
adalah membantu khalifah dalam bidang administrasi saja dan hanya dapat
menjalankan tugas sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh seorang imam.
Sedangkan untuk wazir tafwidhy adalah seorang wazir yang diserahi tugas
untuk menyelesaikan urusan negara berdasarkan ijtihadnya sendiri, artinya

tidak selalu harus menuruti apa yang diperintahkan oleh seorang imam.

Setiap warga negara yang sudah diangkat menjadi seorang wazir
baik wazir tafwidhy atau wazir tanfidhy harus dapat melakukan semua
tugasnya sebaik mungkin dan tidak menyeleweng dari peraturan yang ada
meskipun bagi seorang wazir tafwidy dapat menyelesaikan urusan negara
sesuai dengan hasil ijtihadnya sendiri, tetapi harus tetap mempertimbangkan
semuanya secara bijak, sehingga peraturan-perturan yang telah dibuat oleh
khalifah tidak menyeleweng dari aturan yang sudah ditetapkan oleh syari’at

islam sehingga tidak menimbulkan kemudharatan bagi semua umat.

Dalam syari’at islam telah membebaskan bagi para umatnya untuk
dapat menentukan pekerjaannya masing-masing, tetapi selama apa yang
dikerjakannya itu adalah pekerjaan ang halal dan tidak merugikan orang lain.

Sesuai dengan firman Allah dalam QS. At-Taubah ayat 105 :
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Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-
orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan

kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu
diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.'"

Dari ayat Al-Qur’an diatas maka dapat dilihat bahwa dalam
bekerja kita bersunggug-sungguh dan bertanggung jawab atas apa saja
yang telah kita kerjakan. Disamping bertanggungjawab dalam bekerja
juga harus jujur dalam hal apapun, termasuk juga menjadi seorang ASN,
karena ASN telah diberi kepercayaan penuh oleh masyarakat untuk
melayani dan mengayomi setiap kebutuhan masyarakatnya karena itu
adalah salah satu bentuk taat dan patuh kepada khalifah atas setiap
perintahnya. Kalau memang masih ada ASN yang tetap menyalahgunakan
kewenangan untuk kepentingan pribadinya maka itu salah satu kesalahan
yang harus segera diubah, karena syari’at islam juga telah mengajarkan
untuk tidak mementingkan dirinya sendiri dalam segala urusan

bermasyarakat.

Salah satu bentuk dari mementingkan diri sendiri adalah pada
proses mutasi ASN, karena dalam mutasi ini masih banyak dari ASN
yang hanya memetingkan kepentingan pribadinya tanpa melihat bahwa
yang ia lakukan telah merugikan banyak pihak. Hal demikian inilah yang
di benci oleh Allah karena dengan kepercayaan yang telah diberikan

kepadanya untuk melayani dan membantu khalifah telah dia coreng
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dengan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan syari’at islam dan
juga melanggar peraturan yang berlaku. Apabila setiap pelanggaran
tersebut terbukti maka ASN tersebut harus mempertanggungjawabkan
perbuatannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.Dalam QS.

An-Nisa’ ayat 58 dan 59 dijelaskan :

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan
adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya.Hai
orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan
ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang
sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari
kemudian. Yang demikian itu”.

Kedua ayat diatas adalah salah satu landasan kehidupan bagi
seluruh masyarakat muslim yang berkitan dengan hak dan kewajiban
antara seorang pemimpin dengan rakyatnya. Untuk ayat 58 menyinggung
tentang kewenangan-kewenangan dari para pemimpin, sedangkan untuk
ayat 59 Dberisi tentang kewajiban setiap rakyat kepada
pemimpinnya.Maksud dari ayat 58 diatas adalah kewajiban dan
kewenangan pemimpin yang berupa penegakkan hukum secara adil dan

dapat menunaikan amanat yang diberikan oleh rakyat dengan sebaik-
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baiknya.Begitu juga rakyat, sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam
ayat 59 kewajiban rakyat kepada pemimpinnya adalah taat kepada

pemimpin selama mereka taat kepada Allah SWT.

Kewajiban dari pemimpin mengenai amanat yang diberikan rakyat
kepadanya seperti pengangkatan para pejabat dan pegawai dengan
memilih orang-orang yang ahli dalam bidangnya, jujur dan amanah.Serta
dapat menggunakan kebijakannya dengan tidak hanya mementingkan diri
sendiri tapi bagi negara dan seluruh rakyatnya.Selian itu juga membentuk
departemen yang dibutuhkan unutk menjalankantugas negara, mengelola
uang rakyat, dan uang negara darii zakat, infaq, shadaqah, dan ghanimah

dan juga segala yang berkaitan dengan amanat kekayaan.

Sebagai ASN yang baik haruslah dapat menjalankan setiap apa
yang diperintahkan oleh imam dengan jujur, amanah, adil dan
bertanggungjawab. Sesuai dengan syari’at islam bahwa dalam
menjalankan setiap pekerjaan harus mengedepankan sikap amanah, karena
mereka semua menjalankan amanat yang telah diberikan oleh rakyat
kepadanya untuk melayani setiap kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan
konsep Siyasah Syar’iyyah, khalifah dalam membuat peraturan mengenai
ASN sudah berpegang pada Siyasah Syar’iyyah. Siyasah Syar’iyyah ini
adalah pengaturan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tuntutan
islam sehingga aturan yang dibuat harus ditaati oleh umat selama produk

tersebut tidak menyimpang dari ajaran agama islam.



BABYV

PENUTUP

A. kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan serta diperkuat

dengan data yang ditemukan dilapangan terhadap penelitian yang

menyangkut tentang Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Mutasi Aparatur Sipil Negara

yang ada di Kabupaten Ponorogo diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1.

Pelaksanaan mutasi yang terjadi di Kabupaten Ponorogo masih belum
sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun
2019 Tentang Tata Cara Mutasi Aparatur Sipil Negara. Karena masih
adalanya sistem mutasi yang menggunakan seniority system dan
bahkan masih ada spoiled system juga, yang mengakibatkan ASN
belum tentu mampu memangku jabatan barunya. Selain itu juga harus
lebih teleti kembali dalam melaksanakan proses mutasi di setiap
daerah agar dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang ada.

Pelaksanaan mutasi di Kabupaten Ponorogo sudah sejalan dengan
tujuan yang dimiliki Figh Siyvasah Dusturiyyah menggunakan teori
wizarah ( wazir al-Tanfidh) dimana seorang ASN dapat mengajukan
mutasi tetapi harus berdasarkan peraturan yang ada harus mematuhi
setiap perintah dari pemipinya apakah dapat dikabulkan atau

tidaknya pengajuan mutasi yang dilakukan oleh ASN tersebut.
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Sehingga dengan begitu dapat menghilangkan kemudharatan dalam

pelaksanaan mutasi yang ada.

B. Saran

Dari pembahasan diatas, maka pennulis dapat memberikan saran

yaitu :

1.

Kepada seleruh ASN yang ingin mengajukan mutasi diharapkan
untuk tetap menaati peraturan yang ada, dan tidak hanya
mementingkan kepentingannya sendiri. Selain itu untuk BKD dan
BKN harus lebih berhati-hati dalam mengabulkan setiap pengajuan
mutasi yang dilakukan oleh ASN, dan melihat dengan lebih teliti lagi
apakah ASN sudah benar-benar dapat melakukan mutasi apa belum
serta dapat menempatkan ASN ditempat yang sesuai dengan keahlian
ASN tersebut.

Bagi setiap ASN yang sudah dimutasi ditempat barunya harus lebih
meningkatkan kinerja agar dapat membuktikan bahwa pindahnya
ASN tersebut dari satu instansi ke instansi lain telah sesuai dengan
tujuan diadakannya mutasi yaitu salah satunya adalah meningkatkan

produktivitas kerja.
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